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Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan hukum tenaga kerja 
yang diperbantukan rnenurut Undang~lindang No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dengan perurnusan masalah mengenai pengaturan tentang 
pekerja perbantuan dalam Undang~Undang No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, bagaimana perlindungan hu.kwn terhadap hak dan kewajiban 
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hubungan industrjal antara perusahaan dan peketja yang diperbantukan. 
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Garuda tersebut menurut Perjanjian Ker:ja Bersama Garuda Indonesia dengan 
Serikat Karyawan Garuda (PKB Garuda) adalah pegawai perbantuan. Terminologi 
slatus ini tidak dapat ditemui dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LA TAR BELAKAl'iG MASALAH 

Setiap usaha membutuhkan pekerja dan setiap orang membutuhkan pekerjaan. 

Bekerja dilakuk:an manusia sejak dahulu ka1a. keturunan Adam dan Hawa bekerja 

mencari makanan untuk tetap hidup hegitupun dengan generasi seterusnya. Seiring 

dengan berjalannya waktu, manusia tidak lagi bekerja mencari makan tetapi rnencarl 

uang guna mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Semua umat manusia wajib bekerja 

jika ingin bertahan hidup. jika tidak bekerja maka dipastikan mereka akan sangat 

menderita. 

Bekerja dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, bisa dengan bertani, 

berdagang, ber!ayar, berkesenian dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh yang telah 

disebutkan diatas, ada satu kesamaan yaitu dalam setiap usaha rnanusia untuk bekerja 

rnereka selalu rnembutuhkan pihak lain atau dibutuhkan lebih dari satu pihak untuk 

dapat bekerja. Hal itu sesuai dengan garis manusia seba.gai mahluk sosiai dimana 

manusia itu sela[u membutuhkan rnanusia lainnya baik sadar rnaupun secara tidak 

sadar. 

Dewasa ini mencari pekerjaan amatlah sulit, apalagi di Indonesia yang ,,... 

memi!iki jumlah penduduk sekitar 200 juta orang namun lapangan pekerjaan yang 

tersedia sangatlah sedjkit. Pada tahun 2005 jumlah pengangguran terbuka mencapai 

1 I,l9 juta orang, dan jurnlah tersebut semakin berpotensi bertambah karena dari 

tahun ke tahun jumlah pengangguran terbuka selalu menunjukkan tren meningkat. 1 

Oleh karena sukarnya mendapatkan pekerjaan itulah, setiap manusia akan 

mempertahankan dengan sekuat tenaga apabila pekerjaan yang dimiliki terancam 

---~~--- ·--
~ .. PERSS RELEASE APJNDO : Penyempumaan UU No 13 Talnm 2003 Temang 

Kehnwgnketjnan Diperlukan Untuk 1\Jen_re/nmntkan Bangsa Dari 
f(~:Jerpurukan,·'httpJ/aplndo,or.idlbaru!attikeJJaWSmhywyNw==?'e9fa20710b9cP715986c84-51eb3654 

b9=68c43ac65deb76b6674750I815le37cf, 22 Februari 2008. 
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hilang, Upaya manusia untuk rnempertahankan dengan segala daya upaya pekerjaan 

mereka itulah yang rawan kontlik, Di Indonesia dimana kondisi negaranya masih 

merupakan negara berkembang, konflik ketenagakerjaan merupakan masalah yang 

lazim terjadi. Benturan antara pengusaha dan pekerja, pengusaha dan pemerintah 

maupun pemerintah dengan pekerja merupakan hal yang umum. Masing-masing 

pihak berupaya untuk memasukkan kepentingannya masing-masing sehingga gesekan 

selalu rawan terjadi. 

Sejarah mencatat bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan suatu 

pergerakan yang didalamnya didukung oleh kaum buruh (pekerja). Apabila 

mendengar kata buruh mungkin yang terpikir adalah pekerja kasar dan berpendidikan 

rendah. PKI mendapat angin karena berusaha membela rakyat keciL Stigma itu masih 

melekat di p.ola piklr bangsa Indonesia sampai sekarang bahwa istilah buruh itu selalu 

lekat dengan rakyat jelata, Padahal itu sebenarmya tidak tepat, para pekerja kerah 

putih (white collar) juga termasuk dalam terminologi buruh. Hal itu sesuai dengan 

apa yang termuat dalam Pasal I ayat (5) Undang-Undang (UU) No. 13 Talmn 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi " "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerirna upah atau hnbalan daiam bentuk lain". 

Muncutnya istilah buruh yang dipersamakan dengan pekerja itu rnuncul 

karena di dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja istilah buruh 

telah disandingkan dengan istilah pekerja. Penyandingan dua kata tersebut 

dikarenakan Pemerintah menghendaki agar Jstilah buruh diganti dengan istilah 

pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan 

kelompok yang se}alu berlawanan dengan pihak majikan2
. 

Dalam setiap hubungan ketenagakerjaan ada dua pihak yang terlibat di 

dalamnya yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha (perusahaan) itu bisa terdiri 

dari suatu badan hukum atau bukan dan juga bisa milik negara maupun swasta. 

Sesuai dengan sifat manusia sebagai mahluk sos1al maka sudah pasti dalam 

melakukan hubungan antar manusia itu terdapat perbedaan-perbedaan dan juga 

1 Lalu Husni, Pengan1ar liukum Ketenagakerjaan indonesia. cet 4,(Jakaria: Rajagrnfindo 
Pcrsada. 2007). hal 20. 
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persamaan. Perbedaan dan persamaan itu dapat melahirkan perselisihan, pertentangan 

atau konflik3
. Dalam bahasa Inggris istilab yang dipergunakan adalah conflict atau 

dispute. 

Dispute a conflict or controversy; a conflict of claim and tights;an assertion 
of aright, claim, or demand on one side, met by contraJy claims or allegations 
on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit brought and 
upon which issue is joind, and in relation to wich jurors are called and 
witnesses examined 4 

Demikian pula kejadian didalam dunia kerja, perselisihan dan pertentangan 

merupakan hal yang jamak terjadi. Setiap pihak mempunyai kebutuhan dan 

kepentingan. Ketika kepentingan itu saiing bertentangan maka akan terjadi konflik 

KonflJk yang sering mengemuka adalah ketika pegawai menuntut haknya kepada 

pengusaha. Sebenarnya se<:ara garis besar pemerintah telah banyak mengeluarkan 

regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti UU No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh!Pekerja serta 

maslh banyak lagi. 

Apakab dengan dikeluarkannya berbagai UU dan peraturan lainnya dapat 

menjamin tentang hilangnya konftik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan? 

Jawabannya adalah tidak Masih sering dijumpai ak:si mogok buruh, sengketa 

penyelesaian kewajiban PHK Aksi mogok itu bahkan sering mengarah menjadi 

anarki dan pada akhimya citra Indonesia sernakin tercoreng karena para Investor 

menjadi enggan menanam modalnya di Indonesia. Ketika hal itu tetjadi, yang rugi 

adalah se!uruh bangsa karena potensi pajak yang diterima negara menjadi hilang, 

lapangan pekerja.a.n tirlak bertambah, penganggurao terus melonjak: sehingga 

perekonomian Indonesia terus terpuruk. 

--·~-----
3 Lalu HusnL Penye/esaian Persali.l"ihau iiubungan Industrial Melal11i Pengadilm; dan Di 

lua/' Pengadifan, cet 2,(Jakarta: Ra.jagrafindo Perslda, 2005), hal 1. 
·l Henry Cambell Black, Black's Law Diciionary, {St. Paul Minn. West Publishing Co. t979). 

hal424. 

Universita-a: Indonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



4 

Salah satu hal yang menarik dan ruungkin jarang diangkat adalah mengenai 

pegawai yang diperbantukan darl satu perusahaan ke anak perusahaan lainnya, 

Pcgawai Perbantuan ini biasanya sering diternui dalam instansi atau perusahaan yang 

mempunyai unsur pemerlntah didalamnya baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Individu yang dijadikan pegawai perbantuan biasanya mempunyai skill dan 

kemampuan yang berguna untuk perusahaan tempat dia diperbantukan. 

Ketika individu tersebut diputuskan untuk diperbantukan kepada perusahaan 

lain muncul suatu pertanyaan, bagaimana hak dan kewajiban dari ind.ividu tersebut 

Memang hak dan kewajiban merupakan wewenaog dari perusahaan asal si individu, 

namun ada beberapa hal yang biasanya akan dipertanyakan individu tersebut, antara 

lain; 

1. Pendapatan yang diterima; 

2. Fasilitas yang diterima; 

3. Sistem Kepegawaian; 

Didalam l:U No 13 Tahun 2003 tidak terdapat adanya pasal yang mengatur 

mengenai pegawai perbantuan, padahal UU tersebut merupakan pedoman bagi dunia 

usaha dalam menjalankan hubungan ketenagakerjaan. Memang masalah ini tidak 

mengernuka karena tidak mendapatkan sorotan media massa, namun tetap saja perlu 

mendapatkan perhatian karena terdapat potensi akan terjadi penyimpangan hukum 

apabila tidak ada panduan penyelesaian apabila teijadi rnasaiah terhadap pegawai 

perbantuan. Penyelesaian biasanya dapat dilakukan melalui mediasi ataupun ja[an 

kekeluargaan, namun tetap saja berpotensi menimbulkan permasalahan karena bisa 

kedekatan antara pegawai yang bermasalah dengan bagian yang berwenang 

menangani dapat mengakibatkan hasil yang berbeda. 

Oleh karena itulah penulis tertarlk untuk melakukan penelitian guna 

memperjelas masalah sebagaimana tersebut di atas dengan judul : 

T!NJAUAN TENTANG STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM 

YANG DIPERBANTUKAN ANTAR INSTA;"lSI MENURUT 

PEKERJA 

UNDANG-

UNDMG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTA;'IG KETENAGAKERJAAN 
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B. RUMUSAN 1\<IASALAH 

Darl uraian diatas, penulis. berusaha merumuskan beberapa permasalahan, 

yaitu: 

1. Bagaimana UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang 

status dan kedudukan pekerja yang diperbantukan? 

2. Bagaimana perlindungan hukurn hak dan kmvajiban bagi pekerja yang 

diperbantukan? 

3. Bagaimana prosedur penyeJesaian perselisJhan hubungan industrial antara 

pekerja yang diperbantukan dengan pengusalm? 

C. TUJUA:'\1 PENULISAN 

I Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan yang diberikan 

UU No 13 Tahun 2003 terhadap pekerja yang diperbantukan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak dan 

kewajiban bagi pekerja yang diperbantukan, 

3. Unluk mengetahui dan menganaiisa bagairnana prosedur penyelesaian 

perselisihan antara pekerja yang diperbantukan dengan pengusaha 

D. KEGUNAAN PENELITIAN. 

Ada beberapa kegunaan sehubungan dengan peneHtian ini, sebagai berlkut 

a. Teoritis 

t Memberikan sumbangan pemikiran dalam rnngka 

pengembangan bidang hukum pada umumnya, ilmu hukurn 

pekerja pada khususnya. 

u. Agar dapat menganalisa data dan ketenmgan yang diperoleh 

sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

b. Praktis 

L Memberikan bahan masukan da[am proses pengambilan 

kebijakan hukum yang berhubungan dengan hubungan 

industrial baik antara pemerintah, pengusaba dan 

buruh/pekerja. 
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JL Memberikan masukan mengenai adanya potensi masalah 

yang akan muncul dalam suatu hubungan industrial yang 

berkaitan dengan penempatan pekerja. 

E. METODE PENEUTIAN. 

l, Spesifikasi Penelitian_ 

Menurut sifatnya, penelitian ini Deskriptif Analitis yaitu memberikan gambaran 

sangat jelas, sistematis dan akurat mengenai aspek yuridis tentang status dan 

kedudukan hukum pekerja yang diperbantukan menurut UU No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagaketjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

2. Metode Pendekatan. 

Pendekatan yang dilakukan adatah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ilmu~ilmu hukum yang terdiri dari 

asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum yang berkaitan hukum 

ketenagaketjaan. 

3. Jenis Data 

Data sekunder, yailu bahan-bahan kepustakaan yang terdiri daari : 

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang·Undang Dasar 1945, TAP MPR, 

Keputusan Presiden (Keppres), keputusan-keputusan atau peraruran­

peraturan Jainnya. 

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu basil penelitian, pendapat-pendapat ahli 

hukum dalam bidang hukum pekelja, makalah-makalah dan artikel-at1ikeL 

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus yang menunjang dan memherikan 

petunjuk terh.adap hahan hukum primer maupun sekunder. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Studi kasus di PT Abacus Distribution Systems Indonesia dan studi kepustakaan 

di perpustakaan Universitas Indonesia_ 
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5. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yuridis yaitu dengan menganalisis 

teori-teori hukum yang berkaitan dengan status dan kedudukan hukum pegawai 

yang diperbantukan menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

F. KONSEPSI PEMlKIRAN 

Hubungan ke~a antara Pengusaha dan Pekerja pada awalnya ditandai dengan 

adanya ikatan antara rnereka. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dan 

pekerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja:s. Selain itu hubungan kerja dapat 

didefinisikan sebagai hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah 

diadakan peijanjian kerja oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan 

kesanggupannya untuk bekeija pada majikan dengan menerima upah dan dimana 

majikan menyatakan kesanggupa.nnya untuk mempeketjakan buruh dengan 

membayar upah6
. 

Dari pengertian diatas terlihat Oahwa sama halnya dengan perjanjian biasa, 

perjanjian kerja juga rnelibatkan 1ebih dari dua pihak. Oleh karena itu syarat sahnya 

perjanjian kerja juga sama seperti yang tercanturn dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

yaitu7
: 

(I) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

(2) Cakap untuk membuat suatu pe~anjian 

(3) Mengenai suatu hal yang tertentu. 

(4) Suatu sebab yang halaL 

Dua syarat yang disebut pertama dikenat dengan syarat subyektif, karena 

syarat-syarat tersebut berkaitan dengan orang-orangnya atau subyek yang membuat 

suatu peTjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena 

berhubungan dengan obyek dari suatu perjanjian atau hal yang dlbuat perjanjian. 

5 Lalu Husni. op.cit.lla:153. 
~man Socpomo, Pengantar }Jukum Perburufmn, (Jakarta :Djarnbatan, 1985), Hal 53. 
'Kitab Undnng-undnng Hukum Perdara (Burgertljk WeEbnek), di!crjcmahknn olch R. Subekti 

danR 1]itrosudtbio, (Jakarta: PradnyaParnrnita, 1999, ps 1320. 
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Ketidakhadiran empat syarat tersebut dalam suatu perjanj ian akan 

rnengandung konsekuensJ bahwa perjanjian yang dilakukan akan meianggar hukum 

atau mengandung suatu kecacatan hukum. ApabiJa dua syarat pertama yang dilanggar 

maka akibatnya adatah dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang 

dilanggar maka perjanjian tersebut dianggap batal derni hukum" 

Pengusaha dalam tabap awal mempekerjakan pekerja!buruh mempunyai dua 

pilihan dalam melakukan pengikatan kerja. Ikatan tersebut diwujudkan dalam suatu 

perjanjian yang berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi 

dalarn 2 jenis yaitu : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu. Berikut adalah unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja:8 

a. Adanya unsur pekerjaan; 

b. Adanya unsur perintah dan; 

c, Adanya upah. 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ditujukan untuk pekerja yang akan 

melakukan suatu pekerjaan yang akan selesai makslmal 3 (tiga) tahun sementara 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu merupakan suatu jenis perjanjian dimana si 

pekerja diharuskan menjalani masa percobaan selama maksimal 3 (tiga) bulan" 

Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak tertentu dapat diternui dafarn pasal 56 sarnpai dengan Pasal 60 UU No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Untuk Perjanjia.n Kerja Waktu Tidak Tertentu setelah masa percohaan selesai, 

maka si pekerja dapat diangkat sebagai pegawai tetap atau justru karena dipandang 

tidak baik kinerjanya maka diputuskan untuk tidak diangkat sebagai pegawai tetap 

dari perusabaan tersebut 

Menjadi pegawai tetap dari suatu perusahaan adalah suatu hal yang menjadi 

irnpian banyak: orang" Hal itu disebabkan tentu saja karena perbedaan fasilitas yang 

diterima antara pegawai tetap dan pegawai kontrak. Perbedaan tersebut secara urnum 

dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Besaran Gaji Pokok; 

~Lalu Husnt Pengamar Hukum ...• op.cit, hal 55 
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b. Jenis Fasilitas yang diterima (contoh :kesehatan, bantuan cutl, 

bantuan pendidikan dll); 

c. Jaminan Masa Depan (contoh: asuransi jiwa, jaminan hari tua); 

d. Peluang Karir. 

Menjadi pegawai tetap adalah tujuan awal setiap pekerja ketika baru masuk 

bekerja. Narnun masalah pekerja tidak hanya berhenti sampai disitu. Terkadang 

Manajemen suatu perusahaan menelurkan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang 

berkenan bagi pegawai Hal-hal kepegawaian yang merupakan isu sensitif bagi 

atmosfir kerja seringkali menjadi batu sandungan dalam interaksi antara rnanajemen 

dan pegawaL 

Manajemen perusahaan memang mempunyai kewenangan dalarn mengambil 

kebijakan strategis guna menjalankan usahanya. Diantaranya adalah penempatan 

pegawai. Perusahaan berhak untuk melakukan rotesi, mutasi dan demosi dengan 

a\asan untuk meningkatkan performa perusahaan. Seiring dengan perkembangan 

bisnis yang pesat, besar kemungkinan perusahaan melakukan ekspansi bisnis dan 

memiliki banya.k anak perusahaan. Dalam pemhentukan anal< perusahaan dapat 

teljadi karena beJum aclanya sumber daya manusia (SDM) yang cukup dalarn 

mengurus roda organisasi si anak perusahaan maka perusahaan induk mengutus 

beberapa pegawainya untuk membantu anak perusahaan. 

Yang menjadi pertanyaan adalah kalau pegawai ikut mengurusi kelahiran 

anak perusahaan bisa disebut sebagai tugas khusus dan masih berstatus sebagai 

pegawai perusahaan asaL Namun ketika anak perusahaan berkembang dan 

membutuhkan perhatian penuh dari para pengurus bagaimana kedudukan pegawai 

tersebut Logikanya ketika seseorang masih dituntut untuk melakukan pekerjaan 

ganda maka ia akan meminta bayaran ganda karena mempunyai 2 (dua) tanggung 

jawab. Tapi dari sisi perusahaan tentu saja jarang yang menyanggupi untuk 

membayar pekerja 2 (dua) kali iipat apalagi ketika yang bersangkutan sama-sama 

menduduki jabatan strategis di kedua perusahaan tersebut yang notabene mempunyai 

penghasilan tidak sedikit. 
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Untuk menanggulangi efek dari membayar 2 ( dua) kali itu maka perusahaan 

induk memutuskan untuk memperbantukan pegawai tersebut. Kembali potensi 

masalah muncul, bagaimana status kepegawaian pegawai tersebut, bagairnana 

fasilitas yang diterima, bagaimana jenjang karir mereka ketika kembali ke perusahaan 

induk. Efek domino yang muncul tersebut bisa diredam jika sistem kepegavvaian dari 

perusahaan induk maupun perusahaan yang dituju sudah matang dan bagus sehingga 

permasalahan hak dan kewajiban pengusaha dan pegawai menjadi terang dan jelas. 

Tentu saja dengan tetap berpegang pada koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

Seperti yang telah disebutkan dalarn paragraf sebelumnya, efek domino bisa 

diredam jika adanya sistem dan aturan kepegawaian yang jelas dari induk perusahaan 

dan anak perusahaan. Tapi sebagai perusahaan baru, tentu saja jarang sebuah anal< 

perusahaan mempunyai aturan yang komprehensif sehingga tidak jarang mengambil 

dari kepunyaan perusahaan induk. 

Aturan Kepegawaian dalam suatu perusahaan biasanya berupa Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja, PKB, PP dan 

Perjanjian Kerja telah dEatur oleh Pemerintah dalam Bab 1X tentang hubungan kerja 

dan Bab XI tentang Hubungan Industrial UU No l3 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Hubungan l<erja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha 

dan pekerjalburuh.9 UU mengatakan hahwa perjanjian dapat dibuat balk secara lisan 

maupun tertulis. Secara keseluruhan syarat salmya perjanjian kerja itu mempunyai 

syarat yang sama dengan syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. 

Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang mengapHkasikan Perjanjian 

Kerja Bersama untuk digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam kaitannya 

dengan hubungan antara Pengusaha dan Pekerjalburuh. Perjanjian Kerja Bersama 

dapat ditcmukan dalam Pasal 116 Baglan Ketujuh Bab XI UU No 13 tentang 

Ketenagakerjaan. 

9 H. Zainal Asikin,ed., Dasar-dasar Hukum Pet-buruhan, eeL 1 ,(Jakarta: Rajagrafmdo 
Pcrsada, 1993)_ ha.l65. 
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Pasal tersebut menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah : 

"Perjanjlan kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau 
beberapa Serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang 
bertanggung jawab di bldang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau 
beberapa pengusaha"w. 

Dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut Pengusaha dan Pekerja/buruh duduk 

bersama dan saling bernegosiasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hubungan 

kerja antara Pengusaha dan Pekerjalburuh. Tentu saja dalam hal ini Pekerjalburuh 

diwakili oleh beberapa individu dan tidak keseluruhan. Biasanya suatu Pekerja!buruh 

membentuk suatu forum yang dapat membawa aspirasi mereka sehing9a dalam 

memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/buruh mereka tidak diperlakukan 

sewenang-wenang oleh perusahaan. Keberhasiian tujuan ini blsa dicapai jika dalam 

mengorganisasikan diri mereka dilakukan dengan baik dan untuk tujuan bersama dan 

bukan hanya untuk kepentingan segeiint[r individu atau kelompok. 

Organisasi yang dibentuk oleh Pekerjafburuh berbentuk Serikat Pekerja telah 

mempunyai cikaJ bakal sejak lama, tepatnya tanggal -I 9 September 1945. 11 Seiring 

dengan perkembangannya Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang 

menyangkut serikat pekeljalburuh diantaranya adalah12 
: 

a. Permenaker 05/MEN/1985 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja; 

b. Permenaker No 3 Tahun 1993 tentang Persyaratan Organisasi Pekerja; 

c. Keppres No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO !'o 87 

Tahun 1948; 

d. UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh!Pekerja. 

Kehadiran Serikat Buruh/Pekerja haruslali. dipandang sebagai mitra oleh 

Pengusaha dan bukannya merupakan sandungan dalarn menjalankan roda bisnis 

14 Kiwb Undang-1mdrmg Hukum Perdolrt, op,cil, Pasal 1 J 16 
11 Lalu Husni, Pengantar llukum Ketenagakerjaan.,., op,dt. hal 38. 
l~ Ibid, hal39. 
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perusahaan. Pengusaha dapat memandang bahwa Serikat Buruh/Pekerja adalah 

partner bisnis yang memastikan bahwa Pengusaha daiam melakukan bisnis tidak 

melakukan tindakan-tindakan kepada para pekerjanya yang melanggar hukum di 

Indonesia. Keberadaan Serikat Pekerja!Buruh dimaksudkan untuk mernberikan 

dukungan bagi semua anggotanya dalam hal ini pekerjalburuh. 

Sernua Pekerjafburuh bisa menjadi bagian dalam s.uatu Serikat tanpa 

terkecuali. Termasuk bagi para pekerja yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam 

suatu perusahaan. \Valaupun pemegang jabatan tersebut tidak bisa memegang jabatan 

pengurus dalam organisasi serikat pekerjalburuh tersebut, tetap saja ia masuk dalam 

kategori pekerja. 

Perjanjian Kerja Bersama dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha 

dan Pekerja!Buruh. Didalamnya dituangkan segala hal yang berkaitan dengan 

hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja!Buruh. Biasanya dalam Perjanjian 

Kerja Bersama tersebut memuat hak: dan kewajiban masing-masing pihak. Selain 

Perjanjian Kerja Bersama diketahui pula adanya mengenai suatu bentuk wadah 

pengaturan hubungan industrial yang dikenal dengan nama Peraturan Perusahaan. 

Perbedaan mendasar antara Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja 

Bersama adalah bahwa dalam masa pembuatannya Peraturan Perusahaan itu tidak 

memerlukan adanya persetujuan dari pekerjaiburuh. Peraturan tersebut hanya perlu 

diberitahukan kepada pekerjalburuh oleh Pengusaha. Sedangkan Perjanjian Kerja 

Bersama itu selayaknya perjanjian pada umumnya, diperlukan adanya kesepakatan 

dari kedua belah pihak. 

Perjanj.ian Kerja Bersama sendiri bisa dipandang sebagai suatu lanjutan dari 

Peraturan Perusahaan karena UU No 1312003 memberikan kernungkinan suatu 

Peraturan Perusahaan itu dirubah menjadi Perjanjian Kerja Bersama ditengah masa 

berlakunya Peraturan Perusahaan. Sementara jarang ditemui suatu Peijanj ian Kerja 

Bersama dirubah menjadi Peraturan Perusahaan, walau 1JU No 13 Tabun 2003 

tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak melarang hal tersebut dilakukan. 

Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan itu berlaku dan rnengikat 

bagi seluruh pegawai dari perusahaan yang mengeJuarkan Perjanjian Kerja Bersarna 
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dan atau Peraturan Perusahaan. Manajemen dan Pegawai harus mematuhi perjanjian 

kerja bersama ataupun peraturan perusahaan yang telah dikeluarkan. Yang menjadi 

inti darl rulisan ini adalah tentang pekerjafburuh yang ditempatkan oleh Perusahaan 

Induk ke anak perusah.aannya. Aturan manakah yang yang rnengikat bagi pegawal 

tersebut. Aturan perusahaan induk atau aturan anak perusahaan tempat yang 

bersangkutan ditugaskan. Apakah sang anak perusahaan berhak untuk memecat si 

pegawai ketika yang bersa11gkutan melanggar aturan si anak perusahaan. 

Untuk memudahkan dalam melak:ukan penulisan hukum ini maka penulis 

akan membagi tuUsan lni menjadi beberapa bab yang terdiri dati bagia11-bagian 

dengan perincian sebagai berikut : 

Bah I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara singkat isi kese!uruhan dari tesis 

ini guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara 

sistematis terdiri dari Jatar belakang masalab, tujauan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konsepsional, metode dan sistearutika penulisan. 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

c. Tujuan PenuHsan 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Met ode Penelitian 

F. Konsepsi Pemikiran 

Bah II : Ketenagakerjaan di Indonesia, sejarah singkat hukum pekerja, sumber hukum 

pekerja, bubungan kerja, periindungan bagi pekerja/buruh secara umum dan 

bubungan industriaL 

Bab UI : Proftl Garuda Indonesia dan PT Abacus Distribution System Indones.ia.Hal­

hal yang berkaitan dengan pekerja perbantuan Garuda Indonesia sebagaimana 

tercanturn dalam Perjanjian Kerja Bersama Garuda Indonesia dan Peraturan 

Perusahaan Abacus. 
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Bab IV : Perlindungan hukum bagi pekerja perbantuan dilihat dari sis! perusahaan 

asal, anak perusahaan dan si pekerja sendlri. Pembahasan mengenai mekanisme 

penyelesaian pennasalahan antara pekerja perbantuan, Garuda dan Abacus. 

Bab V :Kesimpulan dan Saran 
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BABII 

KllTENAGAKERJAAN Dl INDO:-ffiSIA 

A. SEJARAH HUKUM KllTENAGAKERJAAN 

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia dimulai dengan jaman perbudakan 

pada jarnan penjajahan Belanda dan Penj<ijahan Jepang. Pada jaman Belanda 

cenderung lebih mudah ditemui literatur mengenai perbudakan ketimbang jaman 

Jepang. Hal mana disebabkan oleh tujuan pemerintah jepang di Indonesia yang 

berlujuan untuk mencari tentara guna meiawan sekutu. 13 

Sejarah huktun perburuhan pada zaman penjajahan dapai dipecah-pecah 

lagi yaitu d!muiai dengan zarnan perbudakan, zaman rodi, zaman poenale dan 

1.aman perburuhan modem. Di era perbudakan seorang buruh tidak mempunyai 

hak apapun yang ada hanyalah kewajiban yang tidak ada hentmya. t.:ntuk zaman 

rodi/kerja paksa dimulai bersamaan dengan zaman perbudakan dan dianggap 

secara resmi berakhir untuk Jawa dan Madura pada tanggal I Februari 1938. 14 

Menurut Imam Soepomo secara garis besar Rodi lni digolongkan menjadi 

3 (tiga) golongan yaitun : 

a Rodi Gubemermen : Rodi para gubemur dan para pegawainya; 

b. Rodi Perorangan: Rodi untuk kepenlingan kepala dan pembesar­

pembesar Indonesia; 

c. Rodi Desa: Rodi untuk kepentingan desa, 

Selain zaman rodi terdapat era poenaJe sanctie sua!u masa di Hindia 

Belanda dimana sudah terdapat hubungan antara buruh dan majikan tanpa adanya 

paksaan dari slapapun16
. Hal dapat dlbuktikan dengan ndanya suatu ketemuan 

S, 1819 Nomor 10 Tahun 1819 yang menyebutkan bahwa 11
: 

a. Setiap perjanjian kerja harus dlbuat secara tertulis dan harus 

didafl:arkan di kantor karesidenan~ 

b. Pendaftaran baru akan diterima apabila temyata dalam perjanjian 

kerja tersebut tldak terdapat lU'Isur~unsur pemaksaan, ancarnan, 

D H. Zaincl Asikin, op.cit, hal 9 
H Ibid, hal 15. 
1 ~ ibid, hal 16. 
16 Ibid, hal 20. 
17 Ibid. 

15 
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pemerasan dan lain sebagainya. Dengan demikian berarti semua 

persyaratan kerja harus mempunyai kelayakan; 

c_ Pengawasan ierhadap peiaksanaan peiJanJtan kerja itu harus 

dilakukan oleh residen dan para pengawas pajak terutama 

mengenai atau untuk mencegah tirnbulnya lindakan-tindakan 

yang bertentangan dengan perjanjian tersebut: 

d. Jangka Waktu perjanjian paling lama berapa tahun. 

Menilik beberapa keterangan dan informasi diatas da.pal secara singkat 

dipaparkan bahwa pada era penjajahan atau bahkan sampal dengan sekarang 

hubungan antara buruhlpekerja dengan majikan selalu dilatarbelakangi 

kelidakseimbangan hubungun antara mereka. Buruh!pekerja pada s:elalu 

ditempatkan pada posisi yang jauh lebih lemah, banyak sekali diantara mereka 

yang diperlakukan secara sernena~mena oleh para penguasa dan atau golongan~ 

go!ongan yang mempunyai kemampuan ekonomi kuat Bahkan puluhan atau 

ratusan 1alnm yang larnpau, perlal"Uan yang diter:ima buruh sering melampuui 

batas perikemanusiaan. Buruhipekerja bagatkan seonggok barang, bisa digunakan 

tapi tidak perlu dipikirkan bagaimana memenuhi hak-hak si buruhlpekerja. 

DaJa.m hukum perburuhan dikenal dengan adanya PancaK1ida Hukum 

Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yaitu 11
": 

a Membebaskan manusia dad perbudakan at.au perhambaan: 

b. Pemhebasan manusia Indonesia dari kerja rodi atau paksa; 

c. Pembebasan buruh!pekerja Indonesia dari poena!e sanksi; 

d. Pembebasan buruhlpekerja Indonesia dari rasa takut kehilangan 

pekerjaan; 

Memberikan posisi yang seimbang antara buruhlpekerja dengan 

pengusaha. 

B. SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN 

Sebagaimana dengan <:abang ilmu huk'Um lainnya, hukum ketenagakerjaan 

juga rnempunyai sumbcr-surnber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja 

1 ~ Lalu HUSIIi, Ptrnganrar Hukum Ketenagakmjaan.,, ., op.cit, hlll4. 
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yang dapat rnenimbulkan aturan-aturao yang mempunyai sifat kekuatan rnemaksa, 

yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas yang 

nyara 19 Surnber hukurn yang dimaksudkan dalarn tulisan ini adalah tempat 

dirmma dapat dinernukan aturan-aiuran yang mengatur perihal ketenagakerjaan, 

Sumber-sumber hukum secara umum adatah20
: 

a Undang-undang 

b. Pernturan Lain 

c. Kebiasaan 

d. Perjanjian 

e. Traktat 

f. Dok1nnlpendapat para ahli 

Apabila dikaitkan dengan pedoman untuk menemukan berbagai aturan 

yang berkaitan dengan hukum kepekerjaan maka surnber-sumber hukum diatas 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a Undang-undang 

Di Indonesia kedudukan undang-undang adalah sebagai sumber 

hukum tertinggi Undang-undang dl lndonesia yang mengatur 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia 

antara lain adalah : 

L Kitab Hukum Perdata pasal 

1601,1602,1603, 1604sampai dengan 1617; 

2. Undang-undang No 3 Tahun 1992 lentang Jaminan Sosial 

Pekerja; 

3. Undang-undang No 43 Tahun 1999 tenlang Pokok~Pokok 

Kepegaw-aian; 

4 Undang~undang No 13 Tclmn 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

5. Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesa.ian 

Perselisihan Hubungan Industrial~ 

6. Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. 

19 Zninal Asikin, op.cit, hal 3l. 
10 J bid, hal 32. 
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b. Peraturan-peraturan 

Peraturan dalam hal ini adaJah peral:uran~peraturan yang mempunyai 

kedudukan hukum lebili rendah dibandingkan dengan tmdang-Wldang. 

Peraturan tersebut adalal1 Peratutan Pemerintah, Keputusan Presideo, 

Peraturan atau Keputusan dari lnstansi Lain21
. 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan yang diletapkan oleh Presiden guna melanjutkan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 

2 Keputusan Presiden 

Keputusan yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengatur 

ha! tertentu dan bersifat khusus. 

3. Peraturan atau Keputusan dari Insta.nsi lain. 

Dalarn bidang perburuhan sua1U instansi atau pejabat 

tertentu diberikan kewenangan untuk membuat peraturan 

atau keputusan tertentu yang dapat berlaku urnum 

c. Kebiasaan-kebiasaan 

Kebias.aan dapat dikatakan seba,gai suatu perbuatan berulang-ulang 

yang dilak"Ukan oleh rnasyarakal k-ebanyal<an dalam hal yang soma, 

dimana ketika dilakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan 

perbuatan berulang~ulang tersebut dapat menimbulkan perasaan telah 

melakukan pelanggarnn. Dalam hukum ketenagakerjaan kebiasaan 

sebagai suatu surnber hukum rnenjadi berkernbang antara lain karena22 

L Pernbentukan undang~undang dan peraturan lain dibawah 

m;dang~undang tidak dapat dilakukan socepat dengan 

perkembangan masalah perburuhan yang harm; diatur. 

2. Peraturon~peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda 

sudah tldak: sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarak:at 

d. Putusan 

Yang dimaksud putusan disini adalah putusan yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang benvenang dalam mengeluarkan puwsan yang 

21 ibid, hnl34. 
:~ IIY;d, hal 35. 

Universitas fndonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



6. 

19 

berkenaan dengan masalah keteoagakerjaan, seperti putusan yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan IndustriaL 

e. Perjanjian 

Kata perjanjlan sering didengar dalam dalam hldup sehari~hari. Secara 

harfiah perjanjian serJng diartikan sebagai kesepakatan dari para pihak 

untuk rnengika1kan diri. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau 

verbintenis mengandung pengertian : suatu hubungan hukum 

kekayaanlharta benda atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 

salu pihak untuk rnemperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 

pihak lain untuk menunaikan prestase1
, 

Perjanjian dalam bidang tenaga kerja sendiri lerdiri dari 2 (dua) 

macam yaitu Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Kerjaz.~. Perjanjian 

Perburuhan adalah perjanjian antara sekumpu.lan buruh yang 

menggabungkan diri dalam suatu serikat yang 1erdaftar di Departemen 

Pekerja dengan Pengusaha. Kala sekumpulan ini berarti bahwa 

pekerja atau buruh tersebut tergabung dalam suatu organisasi atau 

serikat pekerja, sehingga perjanjian tersebu:t bersifat kolektif Dalam 

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian yang 

mengikat secara koleJ...1if arlalah perjanjian kerja bersama (PK.B) 

sebagaimana tersebut dalam Pasalll6 ayat 1. Pe.rjanjian Kerja adala.h 

perjanjian antara buruh/pekerja dengan pengusaha dimana buruh 

menyatakan kesediannya untuk melakukan suatu pekerjaan sedangkan 

pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk membayar si 

buruhlpekerja atas pekerjaan yang dilakukannya. Perjanjtan Kerja ini 

bersifat mengikat secara individu karena dilakukan oleh pengusaha 

dengan burublpekerja tanpa mengJkut sertakan organisasi/serika! 

pekerja. 

f Traktat 

Tra1.1al. adalah suatu perjanjian yang dilakukan antar negara. Dalam 

bidang ketenagakerjaan belum pemah Indonesia mengikatkan diri 

~1M Yahya Hrrrahap, Segi-st~gi Hrt!mm Perjanjian, tet 1, (BandLIDg: Alumni, 1986), hal 

1
' Zainal Asiliin, op.dt., hal37. 
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dalam suatu traktat kecuali menglkatkan diri pada ketentuan yang 

merupakan hasil dari Konvensi International Labour Organization 

(lLO). Ketentuan !LO tersebut pun tidak langsung mengikat SG(:ara 

otomatis karena harus dladakan ratifikasi terlebih dahulu. 

g. Ook1rinlpendapat para ahli 

Sebagaimana bidang i!mu hukum lainnya, pendapa:t para ahll di 

bidang hukum perburuhan juga dapat digunakan sebagai surnber 

hukum. Perbedaan pendapat rnerupakan haJ yang jamak: dalam dunia 

demokrasi, namun ketika pendapat seseorang dianut dan dipercayai 

oleh masyarakat banyak maka pendapat tersebut dapat berkembang 

me1~adi suatu kebiasaan didalam hidup masyarakat sehingga patut 

digunakan sehagai sumber hukum 

C. HUBUNGAN KERJA 

Sudah diketahui secara umum balnva rnanusia itu adalah mahluk sosial 

dimanu manusia tidak dapat hidup atau hams selalu berhubungan dengan manusia 

lainnya dalam menjalani. hidup. Begitu pula dalam duoia kerja, nyaris tidak ada 

manusia yang dapat mefakukan suatu pekerjaan tanpa berhubungan dengan pihak 

lain. Dalam setiap bidang pekerjaan selalu terdapa.t leblh dari 1 (satu) pihak.. Ada 

beberapa prinsip-prinsip dasar dalam hubungan kerja.25 

a Status Hubungan Keoa; 

b. Syara! Kerja; 

c. Upah dan penetapan11ya; 

d. Perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; 

e. Otorii.as Perusahaan dan kewajiban pekerja; 

f. Penyelesaian perseiisihan hubungan industrial; 

g. Prinsip kebebasan berserlkat~ 

h. Prinsip pembuatan peraturan perusahaan; 

1. Prinsip pembuatan perjanjian kelja bersama; 

!.<. Iskandar, "Aspek-aspek reknfs yang hams di{Jl1hami dalam pelaksanaan hubw1gtm 
indu:;trial", Makala.h dl'mmpaikan dalam Workshop ''Memb.·mgun Kuntilrncn Dalatn Hubungan 
Induslrial nntara Pckcrju dengan Pcrusahaan daltun PenyusUl'.!Ul Perntun.m Pcrusuhann dan 
Peqanjian Kcrjn Bersama &scrta Penerapa.n Ou!sorcing di Pcrusahaan", Ambhara Hole! Jnkurlll, 
29-30 Agustus 2007, 

Universitas Indonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



21 

J. Pelaksanaan Undang~Undang Ketenagali:el'jaan dalam o!onomi daerah 

dan 

k. Serikat Pekerja!Serikat Buruh., LK Biparlrit. 

Dalam bekerja, hubungan kerja tetjadi setelah ada perjanjian kerja antara 

Pengusaha dan pekerja. Hubungan ketja menurut UU No 13 Tahun 2003 adalah 

hubungan antara pengusalla dengan pekerjalburuh berdasarkan perjanjian kerja 

yang mempunyai unsur pekerjaan, upab dan peri.ntah. 

Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ke1enagakerjaan hubungan kerja 

antara buruh/pekerja dapat dijabarkan dalarn 3 (1lga) hal yaitu : 

L Perjanjian Kerja 

2. Peraturan Perusabaan 

3. Perjanjian Kerja Bersama 

1. Pe1janjian Ketja 

Dalam Kltab Undang·undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

pengertian perjanjian yang terletak pada pasal 1313 yang berbunyi26 
: 

'"Suatu perjnnjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang a1au 

lebih mengikatkan dirinya pada satu orang alau lebih.". Dart kalimat diatas 

dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa da1am suatu perjanjian tersebut 

ada dua macam pihak, ya.itu debitur sebagai pihak yang wajib berprestasi 

dan kredJtur yang merupakan pihak yang berhak menerima prestasi 

tersebut 

Menurut Subekti petjanjian adalah suatu peristiwa dima.na 

seseorang berjanjl kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk: melaksanakan sesuatu haf27 Peristlwa yang terjadi 

antara dua orang tersebut melahirkan suatu hubungan yang dikenal dengan 

perikatan. Suatu pe!janjian itu melahirkan suatu perikatan diantara para 

pihak yang membuatnya. Intisari at au hak:ikat dalam suatu perjanjian tiada 

lain daripada prestasi. 

1
' KUH Pc::datu, op.cit, Pasnl 13!3. 

17 Subekti, Hnlmm Ptuj<1njian, Get 5 (lntcrmusu, Juh-artJ,l996), Hal 1. 
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Prestasi disini bisa dimasukkan dalam konteks pekerja dimana 

buruhfpekerja wajib bekerja untuk memperoleh hak~haknya sedangkan 

Pengusaha wajib membayar hak~hak dari buruhlpekerja bilamana 

pekerjaan telah diperjanjikan. 

KUH Perdata Pasal J60lajuga memberikan defmisi dari perjanjian 

kerja yailu · 

"Perjanjian kerja adalah suatu perJanJtan dimana pihak kesatu, 
mengikatkan dLrinya untuk dibawah perintah pihak yru1g lain, si 
majikan untuk suatu waktu tertenlu melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah" 

Selain yang terdapat dalam KUHP Perdata, UU No t 3 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja 

sebagalmana tercantum dalam Pasall ayal 14 yaitu: 

"Perjanjian Kcrja adalah suatu perjanjtan antara pekerjalburob dan 
pengusahalpemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 
kewajiban kedua belah pihak" 

Dalam suatu perjanjian dimana terdapat minimal 2 (dua) pihak 

yang ter!ibat, secara umum para pihak mempunyai kedudukan yang setara 

dimana hak dan kewajiban tercanlum secara jelas: dan seimbang. Namun 

jika dilihal kembali pada deirnisi yang tercantum dalam Pasal 1601a 

KUH Perdata kedudukan seimbang dan seLUa menjadi berubah dhnana 

Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak kesatu (buruh) mengikatkan diri 

dibawah perintah orang lain (pengusaha). K.alimat "mengikalkan diri 

dibawah perintah" menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi dalam 

hubungan kerja adalah hubungan antara atasan dan bawahan, bub:an 

sebagal mitra untuk bekerjasama..Pengusaha merupakan pihak yang 

memiliki kedudukan sosial ekonomi lebih tinggi mempunyai hak untuk 

memberikan perintah kepada buruh/pekerja yang kebanyakan mempunyai 

kedudukan sosial ekonomi lebih rendah. Adanya wewenang perintah inilah 

yang membedakan antara peijanjian kerja dan perja.njian lainnya28
. 

13 Lalu Husni, Pcngantar Httklm! K.euuwgaketjaan'""' cp.ci!, hal 55. 
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2. PeJ'aturan Pemsahaan 

Untuk menjalankan suatu perusabaan dibutuhkan suatu norma yang 

dapat menjadl koridor pengusaha dan buruh!pekerja daJam menjalankan 

suatu hubungan kerja Diatas telah diterangkan bahwa hubungan kerja 

lersebut dapat diwujudkan dalam suatu perjanjian antara buruh dengan 

pengusaha Namun hal itu menjadi tidak efektif ke\ika sualu 

usahalperusahaan memiliki banyak pegawai. Apakah akan ada perjanjian 

lersendiri untuk setiap pegawai, lentu saja efektifitasnya menjadi 

meragukan. 

Uru-uk menanggulangi banyaknya perjanjian kerja yang harus 

dibuat dan teniu saja untuk sebagai pedoman dan koridor yang 

menjeJaskan mengenal tata tertib perusahaan maupun hak dan kewajiban 

pekerjalburuh. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertlb 

perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh selurang~ 

kurangnya I 0 (sepuluh) orang sudah wajib membuat peraturan perusahaan 

yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang 

ditunjuk. 29 Namun patut W1tuk diketahui bahwa kewajiban rnembuat 

peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki 

perjanjlan kerja bersama 

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab 

dari pengusaha yang bersangkutan. Peraturan perusahaan harus disusun 

dengan mernperhatlkan saran dan pertimbangan dari wakiJ pekerjalburuh 

di perusahaan yang bersangkuian:0
. Dalam hai dJ perusahaan yang 

bersangkutan telah terben~k s:erikat pekerjalserikat buru.h maka 1vakil 

pekerja/buruh adalah penglll'Us serikat pekerjalserika1 buruh atau 

pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk me•vakili kepentingan 

~~ Vndang-Undang No. l3 Tahun 2003 tenlang Kctcnag!lkcrjmrn, Pasal ! !0 ayal I 
J"Ali Sodikin,"Sarana Mrnci"ptqfwr; Hubungan Jnduslriaf Yang 

!f armoni ·:~.http://apindo.or Jdfbarl.l!"b<.;ri!ala WSmbywvNDk=?e9fn.2071 Ob9dY1 15986c&457e36HP. 
9 - 44fc:iJ 102131 94dhe[lll:O ftmQ:.l2s.;lll, 23 Juni 200&. 
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para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan31
. Peraturan 

perusahaan sekurang-kurangnya memuat : 

a. hak dan kewajiban pengusaha; 

b. hak dan kewajiban pekelja/huruh; 

c. syarat kelja; 

d, tata tertib perusahaan; dan 

e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. 

Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangao 

dengan kerentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa 

berlaku suatu pera.turan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib 

diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Selama masa berlakunya 

peraturan perusahaan, apabila serikat pekerjafserikat buruh di perusahaan 

menghendaki perundlngan pembuatan perjanjian ketja bersama, maka 

pengusaha wajib melayani32
. Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian 

kerja bersama tidak mencapai kesempatan, maka peraturan perusahaan 

tetap berlaku sarnpai habisjangka waktu berlakunya33
. 

Perubahan peraturan perusahaan sebe1um berakhir jangka waktu 

berlakunya hanya dapat dilakukan alas dasar kesepakatan antara 

pengusaba dan wakif pekerja/buruh34
• Peraturan perusahaan hasil 

perubahan harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk35
. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta 

memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada 

pekerja/buruh16
• Ketentuan mengenai tala cara pernbualan dan pengesahan 

peraturan perusahaan diatUI' dengan Keputusan MenterJ3
'. 

Jl Uoduny~Undang No. B Tahun 2003 tcntang Keletlagako.-rjuan, op)Jit, Pusal II 0 nvat 3. 
l:! l;.id, Pasalll! uyul4. 
11 Ibk!, PaSill lll nyu! 5 
J

1 lbid, Pusa! 113 nyat L 
H ibid, Pasal 112 ayat 1. 
'
6 !b:d, Po.sal 114 

37 Ibiil, Pusa.l II 5 
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3.Pe•·janjian Kerja Bersama 

Perjanjian kerja bersama adalah suatu perjanjian yang merupakan 

hasil perundingan antara serikat pekerjalserikat buruh atau beberapa 

serikat pekerjalserikat buruh yang ter<:atat pada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau heberapa 

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja., 

hak dan kewajiban kedua beiah pihak. Peijanjian kerja bersama dibuat 

oleh serikat pekerjatserikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat 

buruh yang Lelah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Penyusunan 

perjanjian kerja bersarna dilaksanakan secara musyawarah. Peljanjian 

kerja bersama harus dibuat secara tertulls dengan huruf latin dan 

menggunakan bahasa Indonesia. . 

Perjanjian kerja bersarna paling sedlkit memuae8 
: 

a. hak dan kewajiban pengusaha; 

b. hak dan kewajiban serikat pekerj u/serikat buruh serta 

peke~alburuh; 

c. c.jangka 'vaiiu dan tanggal mulai berlak-unya petjanjian kerja 

bersama; dan 

d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 

Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan antara lain39: 

a dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu perjanjian kerja 

bersama yang berlal-u bag1 semua pekeda/buruh di perusahaan 

tersebut; 

n Ali Sodikin, op.cit, 23 Juni 2008 
39

Kenny Winston, "Kebi.faksnnaan Pembirwan lluhungau Industrial, 
www.kcnnv\vistrn;_comllcgaln~wsmarchl.dgc, 25 Juni 200R 
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b. Serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili 

pekerjaiburuh dalam melakukan perundingan pembuatan 

perjanjian kerja bersama dengan pengusaha adalah yaog 

memiliki anggota 

j umlah seluruh 

bersangkutan; 

lebih dari 50%(llma 

pekerjalburuh di 

puluh persen )dari 

perusahaan yang 

c. Perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku dan apabHa isi 

perjanj1an kerja bersama tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang~undangan yang berlaku maka ketentuan 

yang bertentangan tersebut batai demi huk:urn dan yang berlal'U 

adalah ketentuan dalam peraturan perundang~undangan, 

DaJam hal kedua belah pihak sepakat mengadakao pernbahan 

perjanjlan kerja bersama, maka petubahan tersebut merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari petjanjian kerja bersama yang sedang 

berlaku.40 Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh •vajib 

memberita.hukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada 

seluruh pekerjalburuh.'n Pengusaha juga harus mencetak dan membagikan 

naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/buruh aras bicya 

perusahaan,42 

D. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Konsep hubungan industrial itu pada da'iarnya ada tiga komponenJ~. 

Pertama, pelaku hubungan indusirial, yakni pekerja, pengusaha, termasuk 

didalamnya unsur pemerlntaft Kedua, sarana hubungan industrial, rnisaln:;'a 

lembaga kerja sama bipartit atau tripartit, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh 

(SPISB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), 

peraturan perundang~undangan, dan adanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan 

4~UU No.l3 Tahun 2003\cn!ang Ketenagakl'Tjuan, op.eii, Pasttll25. 
41 tbid, Pasall26 ayat Z, 
'
1lbid, Pasal 126 ayat 3. 

n '"Hubungan industrial Makin Kondusif', 
hllp:/1\\'\\'\V.portalhr.comflnllja!ahfcdisirebelumnya lhubunganll id903.htm!, l Juli 2008 
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Hubungan Industrial (LPPHI). Komponen Ketiga, adalah sistem atau rnetQde, 

yaknl melalui rnusyawar~ kemitraa.o. demokratis dan komunikasi. H 

Hubungan Industrial merupakan perselisihan yang rnoocul antara 

pekerjalburuh ataupun Serikat Buruh dengan Pengusaha, dikarenakan adanya 

perselisihan rnengenai hak., perselisihan kcpentingan,. perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dan pcrselisihan dalam satu Perusahaan. Perselisihan di bidang 

Hubungan Industrial yang selama ini dikenal, dapat terjadi mengenai hak yang 

telah ditetapkan, atau mengenai keadaan Ketenagakerjaan yang belum ditelapkan 

baik dalam Perjanjian Ketja Bersama maupun peraturan perundang~undangan'". 

Hubungan kerja antar-a pekerjalburuh dengan Pengusaha selalu didasari 

dengan adanya ikatan terhadap para pihak. Bilamana terdapat salah satu pihak 

menginginkan untuk terikat dalam suatu hubungan kerja, maka sulit bagi pihak 

yang lain untuk tetap mempertahankan hubungart Sebagaimana terjadi dalam 

hubungan lainnya ketidakooeokan berpotensi dapat menimbulkan perselislhan, 

o!eh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk 

menentukan bentuk penye1esaian. Dalarn halnya masa!ah hubungan industria1 

telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiao Perselisihan 

Hubungan lnduslriaL. 

Penyelesaian Perselisihan yang terbaik adaJah penyelesaian oleh para 

pihak yang berselisih secant musyawarah tanpa ikut campur pihak lain, sehingga 

dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.46 Berikul adatah 

canH::ara penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU :'\!o 2 Tahun 

2004 tentang Penyelesruan PerseHsihan Hubungan Industrial :47 

a Penyelesaian melalui Bipartrit; 

b, Penyelesaian melaJui Mediasi; 

c. Penye!esaian melalui Konsiliasi: 

"~Ali Sodikin, op,cil, l Juli 2008. 
* Lalu Husni, Penyelewiart Persclisihan ... , op.cil, hal 53. 
47 Kclclung Bukil, Beberapa Cara Pcrrye(esaian Sr.mgketa Perbumhan didafam dan 

diluar Pengadllan, htto;//libmry.usu.ac.Idldownloadlfh!hkmadm-kdclung.pdf, l Juli 200&. 
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d. Penye!esaian melalui Arbitrase~ 

e. Penyelesaian melalui PengadllaR 

Sebelum UU No.l2 Talmn 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industriai dilahirkan, pemutusan hubungan kerja diatur dalam UU No. 

22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No.l2 

Tahun 1964 tentang Pemulusan Hubungan Kerja di Perusahaan S\vasta Namun 

peraturan-peraturan tersebut belum dapat rnengakomodir permasalahan yang ada 

karena belum dapat mewujudkan penyelesaian perselis:ilian yang cepat, tepat dan 

murah. Undang-Undang tersebut juga hanya mengatur penyelesaian hak dan 

perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan 

hubungan industria! pekerjalburuh _perscorangan beium terakomodast SeJain ilu, 

proses penyelesaian yang ada semakin panjang, dengan ditetapkannya Putusan 

Partilia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sebagai obyek sengkela 

Tata Usaha ~egara 48 

Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Pcrselisihan Hubungan Industrial dapat dicatat beberapa kemajuan yang 

sebelurrmya tidak diatur: 49 

a Penye[esaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalarn 

UU No. 2 Tahun 2004 meliputi perusahaan swasta maupun Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN); 

b. Adanya pengaturan yang jelas mengenai batas wal1u penyelesaian 

perselislhan Industrial rnelalui arbitrase, mediasi dan kon.'liliasi 

yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja KJausul ini masih 

dilengkapi penegasan tidak adanya upaya banding dari pihak 

manapun Selain itu adanya pembatasan bahwa perselislhan hak 

dan perselisihan Pemutusan Huhungan Kerja (PHK) saja yang 

dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan penyelesaian 

'"TI.M Sury11n10 Sinural, Qua Vadi's Pengadilan flubungan JTUluslria~ 
b!!P.~ndtu)r. kiJQ1rn!rutikel/a W~.mb'f\YY0A"":1~Jn20?JQJ?.Qc97159~£~45J~3654 b2=a6fiD2~ 
<134c9cc703<,:.~3ccafd lOci b24, I Juli 2008. 

49 La!u Ilusni, P.:nycksaian Pcr.s.elisihan Hubungtm , , ,, Oj}.Cil, hal 12&. 
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persefisihan perselisihan hubungan indus! rial pada tingkat pertama 

di pengadilan negeri dil>atasi waktunya paling lama 50 (limapuiuh) 

hari kerja dan pada Mahkamah Agung paling lama 30 (tigapuluh) 

hari kerja~ 

c. Mengurailgi campur tangan pemerintah dalam penyelesaian 

persellsihan karena adanya attlfan mengenai penyelesaJan sengketa 

berdasarkan kesepakatan para pihak melalui mediasi, arbitase dan 

konsiliasi. 

d. Memungkinkan setiap pekerja untuk menjadi para pihak dalam 

penyelesaian perselisihan, dalam hal ini serikat pekerja/buruh 

diperkenankan menjadi kuasa hukum di pengadilan mewakili 

anggotanya; 

e. Lebih menjamin rasa keadilan bagi pekerjalburuh maupun 

pengusaha karena penyelesaian yang ditawarkan dapat dilakukan 

melalui jalur litigasi maupun nonlitigasu, dengan demikian, 

memungkinkan para pihak untuk memilihjalur penyelesaian sesuai 

dengan yang diinginkannya; 

f. Penyelesaian perselisihan industrial dalam undang-undang ini 

dipandang sebagai masalah hukum perdata, karena itu 

penyelesaiannya dapat dilakukan sesual dengan kehendak para 

pibak rnelalui jalur Htigasi maupun nonlitigasi~ 

g. Penyelesaian melalui mediasi berdasarkan UU No 2 Talmo 2004 

dilakukan oleh pegawai pada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan, penyelesaian melalul mediasi merupakan 

altematif pilihan selelah para pihak ttdak menyepakati 

penyelesaian melalui yang lain (konsiliasi, arbitrase). 
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BAB III 

HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA GARUDA INDONESIA 

DENGAN PT ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA 

A. Profil Garuda Indonesia 

Garuda. Indonesia (Garuda) merupakan maskapai penerbangan mts1onal 

peiiama Indonesia. Cikal bakallahimya Garuda cul-up dramatls, karena leijadi dl 

era revotusi, Tepatnya pada tahun 1948, bermula dengan sebuah pesawat pertama 

Garuda berjenis DC-3, Secara resmi Garuda berdiri pada 31 Maret 1950. Pada 

perkernbangrumya Garuda telah menjadi maskapai nasional yang pernah 

berkembang pesat walaupun Garuda juga mengalami masa jatuh bangutt 

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham dari Garuda telah 

melahllkan beberapa reorganisasi dalam manajemen Garuda yang diharapkan 

dapat memberikan angin segar dalam tubuh Garuda. 

Berikut adalah susunan manajemen Garuda lndonesia.'19
: 

Dewan Komisaris: 

• Hadiyanto SH, LLM (Ketua) 

• Dr.lr. Sahala lumban Gaol, MA (Anggota) 

• lr. Wendi Aritenang Yvjd, Msc,D!C, PbD (Anggota) 

• Drs. Abdulgani MA ( Anggota) 

• Adi Rahman Adiwisono MSc (Anggota) 

Board Of Management: 

• Emirsyah Satar (President & CEO) 

• Achirina {EVP Business Support & Corporate Affairs) 

• Capt Ari Sapari (EVP Operations) 

• Agus Priyanto (EVP Commersial) 

• Hadinoto Soedigno (EVP Engineering, Maintenance) 

""'GrulJdu 's Indonesia Hlslory, 
!ndex.nhp?rncn~=boullls.'fop!=orgnni7.ation, i. Juli 2008. 
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• Eddy Porwanto (EVP Finance) 

• Elisa Lumbantoruan (EVP Strategic & IT) 

Dibawah manajemen baru, Garuda 1elah melakukan evaluasi menyeluruh 

dan merestmkturisasi perusahaan de:ngan tujuan untuk mengembangkan efisiensi 

dalarn operasional sehari-hari, membangun kemball keh.1.1atan finansial, 

meningkatkan tanggung jawab terhadap kepada pelanggan dan yang paling 

penting adalah membangw\ kernbali dan menyegarkan spirit dari Garuda untuk 

kemudian menanamkannya kepada seluruh pegawai50
. Bukan suatu pekeQaan 

mudah untuk melakukan program sebagaimana tersebut diatas, apatagi 

melakukannya di suatu perusahaan yang telah berumur puluhan tahun dan jumlah 

pegawni yang banyak 

Ban yak sekali berita negatil mengenai Garuda yang bermunculan dimedia, 

mu!ai dari perseleruan antara serikat pekelja Garuda deogan Manajemen, utang 

piutang Garuda yang seakan-akan tidak berkesudahan sampai dengan gugatan 

pailit kepada Garuda yang diajukan oleh rekan kerja Garuda. Berita negatif yang 

Lerus muncul memang seakan-akan rnenegaskan persepsi pubtik bahwa Garuda 

memang sudah bobrok, namun tidak bisa disangkal bahwa dalam hal jasa 

penerbangan yang Garuda lakukan, masyarakat rnasih menganggap bahwa Garuda 

adalab penerbangan Indonesia yang !erbaik Selain itu Garuda juga membawa 

citra bangsa Indonesia sebagai maskapai nasional (flag carriers). 

Selain berusaha dalam Jasa transportasi penerbangan, Garuda juga 

mengembangkan usaha mereka dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan 

lain baik asing maupun lokal. Berikut adalah beberapa perusahuan pendukung 

tersebut: 

I. PT Garuda Maintenance Facility (GMF) 

2. PT Aerowisata 

3. PT Garuda Angkasa Pura (Gapura) 

4. PT Lufthansa Systems Indonesia (LSI) 

5. PT Abacus Distribution Systems lndonesia 

:<J: Ibid, ll\tp://www.garyiJ&indcmcsia,i;;om!lndex.phn?menu-abou$JI.$, I Juli 2008. 

Universitaslodonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



32 

Perusahaan-perusahaan sebagalmana tersebut diatas merupakan 

pendukung jasa transportasi penerbangan yang dllakukan Garuda. GMF 

merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa perawatan pesawat 

terbang, Aerow::isata bergerak dibidang jasa catering untuk penerbangan, Gapura 

menjalankan bisnis untuk perawatan bandar udara sementara Abacus dan LSI 

bergerak di bidang informasi teknologi yang berka.itan dengan reservasi. 

A. ProfiJ PT Abacus Distribution Systems Indonesia 

Bermula dari penyertaan modal yang dilakukan o1eh Garuda pad a Abacus 

Distribution Systems, PTE, LID Singapore (AIPL) yang telah disahkan dengan 

izin dari Departemen Keuangan No 12341MK/016f93 tertanggal 19 Desember 

1993 dan Departemen Perhubw>gan NO B.4871Ali 003/SK7 tertanggal 29 

November 1993. Dengan disahkannya penyertaan modaJ tersebut maka Gnruda 

Indonesia membuat suatu kebijakan untuk menjalin suatu kerjasama dengan AIPL 

guna mernbuat suatu perusahaan joint venture di Indonesia yang bertugas sebagal 

tenaga pemasaran dari produk-produk AIPL. 

Adapun AIPL sendiri merupakan suatu perusahaan intemasional yang 

berkedudukan di Singapura yang bisnis intinya adalah sebagai jasa reservasi tiket 

pesawat terbang secara onJine. Secara umum dapat dlgambarkan bahwa jasa yang 

dilakukan oleh AIPL adalah agar pemesanan untuk tik"Ct pesawal terbang dapal 

dilakukan daJam suatu sistem dimana didafam sistem tersebut telah terintegrasi 

dengan sistem reservasi dari berbagai maskapai. Sentralisasi reservasi akan sangal 

mernbantu dalam proses pemesanan, dimana calon penumpang cukup rnasuk 

dalam satu sistern untuk dapat mengakses sistem bermacam-macam rnaskapai 

penerbangan. Tentu saja bukan konsumen langsung yang dapal menggunakan 

slstern CRS ini, tapi travel agen atau £ravel konsultan yang telah memiltki sistem 

tersebut 

Kerjasama antara Garuda dan AIPL akhirnya diwujudkan dalam suatu 

Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) No JHlPERJ/DZ~307l/95 

tertanggal 24 Februari 1995. Pada dasamya perjanjian tersebut menyebutkan 

bahwa para pihak sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan yang 

berkedudukan di indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha pcngopcrasian, 
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pemasaran dan pemellharaan Computerized Reservation Systems (CRS) Abacus 

di Indonesia Dalam pedanjian tersebut disebutkan bahwa Garuda memegang 

95% (sembJlan puluh lima) saham sedangkan AIPL menguasat saham sebesar 

5(1ima)%. 

Berdasarkan komposisi tersebut, kedudukan Garuda adalah sebagai 

pemegang saham mayoritas (majority shareholder) yang membuat posisi Garuda 

dalam PT Abacus Distribution Systems Indonesia (Abacus Indonesia) sangat kuat. 

Sepanjang sejarah berdirinya Abacus Indonesia posisi untuk Komisaris Utarna 

dan Direktur Utama selalu dipegang oleh pegawai-pegawai (}aruda 

Pada era ini Abacus Indonesia tetap menjalankan usaha intinya sebagai 

penyedia jasa reservasi penerbangan di Indonesia baik dengan menyediakan 

sistemnya, perangkat kerns rnaupun dukungan sumber daya manusia dalam 

implernentasi dan aplikasi penggunaan sistem tersebut dalam dunia reservasi 

Abacus Indonesia merupakan salah satu dari perusahaan penyedia jasa CRS 

lainnya di Indonesia Adapunperosahaan lainnya adaJah Galilleo dan Amadeus. 

B. Hubungan Ketenagakerjaan Antara Gat'uda Dengan Abacus 

Indonesia. 

Garuda Indonesta sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 95% 

(sembilan puluh lima) di Abacus Indonesia mempunyai hak untuk menempatkan 

orang pilihannya untuk duduk jajaran manajemen" Secara berkala Garuda selalu 

melakukru1 rotasi kepada jajaran manajemen Abacus Jndonesia untuk 

meningkatkan kinelja dari Abacm; Indonesia. Untuk posisi dlreksi, sebagaimana 

laiknya perusahaan lain penggantian direksl dilakukan melalui mekanisme Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS} ataupun mekanisme lainnya yang disetarakan 

dengan Rl.i'PS. Sedangkan untuk jajaran dibawah direksi iidak melalui mekanisme 

RUPS namun dengan penunjukan langs\mg kepada staf Garuda yang dianggap 

cocok untuk berkarya di Abacus Indonesia 

Sebaga.imana telah ditentukan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempunyai 

serikat pekerja wajib membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pnsai 116, 
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Garuda Indonesia juga telah membuat Perjanjian Kerja Bersama {PKB) dengan 

Serikat Pegawai Garuda Indonesia (SEKARGA). Bila dikaitkan dengan pengisian 

posisi manajemen Abacus Indonesia oleh pegawai Garuda Indonesia, rnaka hal 

tersebut diatur dalarn Pasal 1& PKB tentang Penempatan Pegawai dl luar 

Perusahaan. Terruinologi untuk pegawai yang ditempatkan oleh Garuda ke 

Abacus Indonesia disebut sebagai Pegawai Perbantuan. 

Penempatan Pegawai di luar perusahaan o1eh Manajemen Garuda sendiri 

dibedakan menjm:li 2 (dua) macam sebagaimana ter!era dalam Pasal 18 ayat (5) 

dan (6): 

1. Pegawai yang karena kepentingan kedinasan diperbantukan pada anak 

perusahaan dengan ketentuan sebagai berllvt : 

• Pembinaan administrasi kepegawaian pada perosahaan; 

• Tetap memperoleh fastlitas dati Perusahaan yang tidal> diperoleh 

pad a di Anak Perusahaan; 

• Penghasilan dan fasilitas lainnya diatur oleh Anak perusahaan. 

2. Pegawai yang karena kepentingan kedinasan dJpekerjakan pada anak 

perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Pembinaan adrninistrasi kepegawaian dan penghasHannya tetap 

menja.di tanggungjawab perusahaan; 

• Eerhak memperoleh penghasilan dan fasilJtas lainnya dari Anak 

Perusahaan disamping penerimaan dari Perusahaan; 

• Ruang ling!.:up tugas pek-erjaan diatur oleh Anak Perusahaan. 

Mengacu pada pasal tersebut terlihat bah\Ya pega,vai dengan status dipekerjakan 

mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pega"\'lli dengan slatus 

d1perbantukan, Hal itu tercemtin dari penghasHan ganda yang diperoleh pegawa1 

yang dipekerjakan, 

Penempatan pegawai Garuda di Abacus Indonesia biasanya mempunyai 

kedudukan sebagai pegawai perbanluan sehingga secara otomatis mereka terikal 

mengenai ketentuan~ketentuan pegawai yang diperbantukan diatas. Sebagairnana 

kecenderungan da.lam perusahaan lainnya, pernegang saham mayoritas selalu 
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menempatkan orang-orang mereka dalam posisi yang slrategis dan 

mernuogkinkan mereka tetap mengendalikan si anak perusahaan. 

Berikut ini adalah daftar jabatan yang diisi oleh pegawai Garuda di Abacus 

Indonesia : 

• Direklur Utama 

• Senior Manager Finance & Business Support 

• Senior Manager Marketing 

• Senior Manager Customer Support 

• Manager HR & Business Support 

Posisi yang diisi pegawai Garuda di Abacus Indonesia merupakan posisi 

yang sangat strategis dan rnembuat Garuda memegang kendall penuh terhadap 

jalannya usaha Abacus Indonesia. Segala kebijakan yang d1ambi1 oleh Abacus 

Indonesia secara tidak langsung merupakan kebijakan yang searah dengan 

langkah-langkah Garuda. Memang Abacus Indonesia secara prinsip merupa.kan 

badan hub."Um yang tidak dapat disamakan dengan Garuda, namun dengan 

dominasi sa.ham dan dominasi dalam jajatan manajemen Abacus Indonesia tldak 

dapat dipungkiri bahwa Garuda sangat berpengaruh dalarn Abacus Indonesia 

Penempatan di posisi baru adalah suatu hal yang wajar dalam dunia kerja, 

dimana hal itu dipandang sebagai bentuk pengabdian dari pekedaiburuh" Apalagi 

ketika penempatan itu dipandang sebagai suatu usaha penyegarnn yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan yang ujungnya adalah penlngkatan 

kesejahteraan pegawai yang tentu saja berbanding lurus: dengan kemajuan suatu 

perusahaa!l 

Kedudukan pegawai Garuda di Abacus Indonesta adalah sebagai pe,gawai 

perbantuan dlmana hak dan kewajiban mereka disamakan dengan pegawai tet.ap 

Abacus Indonesia. Dalam UU No 13 Talmn 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak 

ditemukan definisi perihai pegawai tetap, 1api berdasarkan kebiasaan yang dilemui 

sehari-hari pegawai tetap adalah pekerja yang telah melewati masa percobaan 

ataupun telali me!ewati masa kontrak dan kemudian ol~h Perusahaan 

bersangkutan diangkat melalui suatu surat kep:utusan. 
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Daiam proses perbantuan antara pegawai Garuda yang dltujukan 1.--e 

Abacus Indonesia, proses formalnya secara kebiasaan meliputi hal-hal sebagal 

berikut: 

a Surat Keputusan tentang Pegawai Garuda Indonesia yang 

diperbantukan ke Abacus Indonesia;. 

b. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Garuda Indonesia sebagai 

Pejabat Struktural di Aba<:us Indonesia 

Dl keterangan diatas disebutkan bahwa Sura:t Keputusan yang dikeluarkan Abacus 

Indonesia adalah pengangkatan sebagai pejabat struktural Sebagai pemegang 

saham mayoritas tentu saja Garuda Indonesia mempunyai kecenderungan untuk 

melindungi kepentingannya di Abacus Indonesia sehingga pegawa.i mereka 

ditempatkan di posisi sebagai penentu kebijakan Abacus Indonesia 

Yang menarik disini adalah bagaimana sebenamya kedudukan pegawai 

yang diperbantukan ketika UU No 13 Talmn 2003 tentang ketenagakerjaan tidak 

menyebutkan tentang pegawai yang diperbantukan. Dalam berbagal aspek 

ketenagakerja.an yang terdapat di Abacus Indonesia, kedudukan pega,vai Garuda 

yang diperbantukan adalah sama dengan pegawai tetap. Dengan demikian hal-hal 

yang berkailan dengan hak dan kewajiban pegawai perbantuan Garuda Indonesia 

dapat me11ggunakan beberapa acuan yaitu : 

a UU~o 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

b, Perjanjian Kerja Bersama antara Garuda Indonesia dengan Serikat 

Pega\'tai Garuda 

c. Peraturan Perusahaan Abacus Indonesia: 

Universitas Indonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



BABIV 

PEMBAHASAN PERMASALAHAN PEGAWAI PERBANTUAN 

A. KASUS I'OSISI 

Hubungan ketenagakeljaan memang rawan konfi1k, ketidakpuasan 

terhadap suatu hal dapat memicu pennasalahan yang berlarut-larut Para pihak 

yang bersengketa mengenai hubungan industrial sebailllya mengedepankan 

perdamaian ketimbang memba\va Iangsung perkara mereka ke Pengadilan 

Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Penmdingan lewat forum blpatrit atau 

tripartit dulu didesain para legislator sebagai pintu yang memungkinkan 

terciptanya perdamaian atau resolusi yang relatif cepat bagi para pihak pada tahap 

awal munculnya perselisihan hub1mgan industrial. 

Permasalahan hubungan ketenagakeJjaan juga muncul di Abacus 

Indonesia terhadap salah seorang pegawa.i Garuda yang diperbantukan ke Abacus 

Indonesia. Berikut uraian singkat mengenai permasalahan tersebut: 

Freddy Franciscus adalah pega,vai Garuda Indonesia yang diperbantukan 

di Abacus fudones1a ses:uai dengan Surat Keputusan No :lD/SKEP/5366/03 

tentang Perbantuan Sdr Freddy Franciscus/520409 pada PT Abacus Distribution 

Systems Indonesia tertanggal 9 Mei 2003. Untuk merespons perbantuan tersebut 

malm Abacus Indonesia mengeluarkan Sural Keputusan No : ADSIIMID/SKEP-

1052N/03 tentang pengangkatan Sdr. Freddy Franciscus/10052 sebagai Senior 

Manager Product Support tertanggal 1 Junl 2003. Dari 2 (dua) Surat Keputusan 

tersebut menjadi penanda bahwa sebelum Freddy Pranciscus diangkal menjadi 

Senior Manager Product Support di Abacus Indonesia, yang bersangkutan 

diperintahkan oleh Garuda Indonesia tmtuk berkarya di anak perusahaan dalam 

hal ini Abacus Indonesia. 

Pada awal 2007, Freddy Franciscus mengajukan surat kepada Garuda 

perihal permohonan cuti diluar tanggungan perusahaan (CDTP) . DaJam surat 

tersebut yang bersangkutan mengajukan CDTP terhitung sejak 15 Maret 2007 

dengan alasan untuk pengembangan pengetahuan yang dlmilikinya Tanggal 1 

Maret 2007 pihak Garuda melayangkan surat balasan kepada Freddy Franciscus 

37 

Universitas Indonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



38 

yang pada intinya Garuda tidak dapat menyetujul permintaan yang bersangkutan 

dengan alasart telah terjadi pclanggaran disiplin tingkat m pada Pe1janjian Ketja 

Bersama Garuda. 

Dari tanggal surat Freddy Franciscus ke Garuda dan surat balasan Garuda 

terdapat selang waktu kurang leblh 15 (limabelas) hari. Dalam wal..111 tersebut 

Abacus lndonesm temyata juga mengirimkan surat pada tanggal 23 Februari 2007 

ke Garuda Indonesia. Surat tersebut menerangkan bahwa Freddy Franciscus telah 

menyampaikan informasl bahwa yang bersangk-utan diangkat menjadi DtreliUr 

Utama PT Indo Pelita sejak 19 Februari 2007. Berkaitan dengan ltu dan juga 

menambahkan jnfonnasi bahwa Freddy Franciscus telab melalui masa perbantuan 

selama 3 tahun 8 bulan sehingga dirasa cukup untuk mengembalikan yang 

bersangkutan ke Garuda. 

Terkait dengan surat Garuda kepada Freddy Franciscus yang juga 

ditembuskan kepada Abacus Indonesia tanggaJ 1 Maret 2007, maka Abacus 

Indonesia merespons hal tersebut dengan mengeJuarkan 2 (dua.) surat keputusan 

yang terkail dengan Freddy Franciscus yaitu Surat Keputusan 

No:ADSIIMIDISK!3P-1228/llll07 tentang Pembebasan Sdr Freddy Franciscus No 

Pegawai 10052 sebagai Senior Manager Product Support dan Surat Keputusan 

No:ADS!/MIDISKEP-1229/IIJ/07 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr 

Freddy Franciscus No Pegawoi 10052. Kedua surat keputusan tersebut 

dikeluarkan dan mulai berfal.."U terhitung scj ak l Maret 2007. 

Kejadian-kejadla.n tersebut dapat dibuat kronologis sebagai berikut : 

a 15 Februari 2007 ; Freddy Frnnciscus mengajukan 

pennohonan cuti diluar tanggungan perusahaan {CDTP) 

kepada Garuda; 

b. 23 Februari 2007 : Abacus Indonesia mengirimkan surat 

kepada Garuda untuk mengembalikan Sdr Freddy Franciscus 

dikarenakan yang bersangk"Utan 1.elah diangkal menjadi 

Direktur Utama IndoPelita sejak 19 Febuari 2007; 

c 1 Maret 2007 : Garuda membalas sural Freddy Franciscus 

dengan jawaban bahwa CDTP tidak dapat disetujul dan 
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Freddy Franciscus telah melanggar ketenluan disipiin tingkat 

III serta dijatuhi huk'Uman pemutusan hubungan kerja; 

d. 15 Maret 2007: Freddy Franciscus menolak dijatuhi hukuman 

pemutusan hubungan kerja dan mempertanyakan dasar 

penja!uhan hukuman tersebut 

B. PEMBAHASAN MASALAH 

l, Bagaimana till No 13 Tabun 2003 tentang KetenagakE>.daan mer)gatur tent;,t.M 

§.!;Atus dan k~udukan h1!kum bagi.pekeija y<w:g diperbqnlukan 

Untuk rnengetahui hasil dari jawaban diatas perlu diperharikan terlebih 

dahulu mengena1 pegawal perbantuan itu sendiri. Pegawai perbantuan tidak dapat 

ditemukan definisinya dalam litera.tur manapun. Secara harfiah mungkin bisa 

diambil garis besar bahwa pegawai perbantuan adalah seorang pekerja yang 

diperintahkan oleh instansi asal dia guna bekerja kepada perusahaanlinstansi lain. 

Hal itu jamak tetjadi di Indonesia, sebagai contoh mungkin adatah adanya 

rangkap jabatan di Instansi Pemerintah. Pejabat Eselon 1 di suatu departemen 

dapat diangkat menjadi komisaris di berbagai BUMN maupun anak perusahaan 

BUMN, Jtu hanya merupakan salah satu aplikasi nyata dari terrninologi harl:iah 

pegawai perbantuan. 

Daiam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjnan Pasa.l l ayat 21 

disebutkan bahwa Perjanjian Kelja Bersama adalah peljanjian yang merupakan 

hasll peru-ndingan antara serikat pekerjalserikat buruh atau beberapa serikal 

pekerjafserikat bwuh yang tercatat pada JnstaJlsi yang bertanggung jawab di 

bldang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

perkumpulan pcngusaha yang mcmuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban 

kedua belah pihak, Bita dipahami secara leblh seksama maka dapat dikatakan 

bahwa isi dari Perjanjian Kerja Bersama itu berisi tentang syural kerja, hak dan 

kewajiban para pihak. Cntuk keseragaman dalam hal pembuntan perjanjian kerja 

bersamalkesepakatan kerja bersama, Menteri Pekeija rnelalui Peraturan Menleri 

No. 01 Tahun 1985 menetapkan tata cara pembuatan kesepakatan keJja 
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bersama!Pe;janjian Kerja Bersama yang ruang lingkup subtansi yang diatur 

sebagai bedkut: 51 

1. Pihak-pihak yang membuat PKB 

Bagian ini memuat uraian mengenai idemitas para pihak yang 

mengadakan/membuat Perjanjian Kerja Bersama!KKB 

meliputi nama. tempat kedudukan, serta alamat mnsing­

masing, Bagi pihak pekerja disebutkan nomor serta tanggal 

pendaftaran serikat kerja dari Departemen Pekerja. Bagi 

Pengusaha disebutkan tentang akte dan surat fzin usaha. 

2, Ketentuan Umum, yaitu cakupan!luas keberlal.-uan Perjanjian 

Kerja Bersama yang dibuat berlaku terhadap pihak yang 

mengadakan termasuk anggota serikat peke!ja, seluruh pekeija 

di perusahaan atau £;:abang~cabnng Perusahaan. 

3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelal<sarulllll hubungan kerja 

4. Mengenai hari dan jam kerja, termasuk lembur, istirahat dan 

cuti yang disesuaikan dengan kelentuan perundang-undangan 

yang berlak:u. 

5. Mengenai dispensasi kerja bagi pegawai yang tidak bekerja. 

G. Pengupahan, yang memuat anlara lain sistem pengupahan 

termasuk kenaikan upah, premi dan bonus. 

7. Hal-hal yang berkaitan denganjaminan sosial. 

K Aturan-aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. 

9. Mengenai tata tertib kerja, disiplln ditempat kerja termasuk 

peringatan dan skorsing. 

10. Car a menyelesaikan perselisihan, keluh kesah kerja dan 

peningkatan kesejahteraan serta keterampilan kerja 

11. Mengenm masa berlaku, perubahan dan perpanjangan dari 

Perjanjian Kerja Bersama 

~1 Lalu Husni, Hmgcmfar iJu!mm Kcfcnaga!..Ttiatm ..• op.cii., hal 67 
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Garuda Indonesia juga telah membual Perjanjian Kerja Bersama dengan 

Serikat Pegawai Garuda Indonesia (SEKARGA). Bila dikaitkan dengan 

penempatan pegawai Garuda di Abactls Indonesia, maka haltersebut diatur dalam 

Pasa.l 18 PKB tentang Penempaton Pegawai di luar Perusahaan. Terminologi 

untuk pegawai yang ditempatkan oleh Garuda ke Abacus Indonesia disebut 

sebagat Pegawai Perbantuan. 

Penempatan Pegawai di luar perusahaan oleh Manajemen Garuda sendiri 

dibedakan menjadi 2 (dua) macam sebagaimana tertera dalam Pasal 18 ayat (5) 

dan (6) Peijanjian Keija Bersama (PKB) Garuda dengan SEKARGA. : 

a Pegawai yang karena kepentlngan kedinasan diperbantukan pada 

anak perusahaan dengan ketentuan sebagai berikul: 

• Pembinaan administrasi kepegawaian pad a 

perusahaan; 

• Tetap memperoleh fasilitas dari Perusahaan yang 

tidak diperoleh pada di Anak Perusahaan: 

• Penghasilan dan fasilitas lainnya diatur o!eh Anak 

perusahaan. 

b.Pegawai yang karena kepentingan kedinasan dipekerjakan pada 

anak perusahaan dengan ketentuan sebagai beril:ul : 

• Pembinaan a.drninistrasi kepega\vaian dan 

penghas:ilannya tetap menjadi tanggung jawab 

perusahaan; 

• Berhak memperoleh penghasilan dan fasilitas lainnya 

dari Anak Perusahaan disamping penerimaan dan 

Perusahaan; 

• Ruang Jingl-up tuga'i peketjaan diatur oleh Anak 

Perusahaan. 

Mengacu pad a Pasall8 ayat (I) huruf(a) PKB Garoda dengan SEKARGA 

dimana disebut dengan jelas bahwa pembinaan administrnsi kepegawaian 

dlJakukan pada perusahaan, maka setiap pegawai Garuda yang diperban1ukan 

tetap tunduk pada PKB lersebut. Dalam Pasal l ayat (4) PKB disebutkan bahwa 
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Pegawai adalah setiap pria atau wanita yang mempunyai hubungan kerja waktu 

tidak tertentu dengan perusahaan dan telah melampaui masa percobaan. Dalam 

pasal terse but lerdapat kaliruat yang menyebutkan mengenai perjanjian kerja tidak 

tertentu (PK\'o'TT). 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat dltemukan dalam Pasal 56 

ayat (1), Pasal60 dan Pasal 63 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Salah satu ciri dari PKWIT ini adalah pekerja yang bersangkutan dapat dikenakan 

masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan mempunyai sifat pekerjaan yang tetap 

dan berlangsung terus menerus. 

Dengan mengkaltkan definisl yang terdapat dalam Pasal l ayat (4) PKB 

yang menyebutkan bahwa Pegawai adalah setiap pria atau wanita yang 

mempunyai hubungan kerja waktu tidak tertentu dengan perusahaan dan te1ah 

rnelampaui masapercobaan selama3 (!iga) bulan dengan Pasal60 ayat (l) UU No 

13 Tal1Un 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disilu diterangkan bahwa 

Petjanjian Kerja Waktu tidak tertentu dapat disyaratkan adanya masa percobaan 3 

(tiga) bulan jelas bahwa pegawai yang diperbantukan oleh Garuda Indonesia tetap 

mempunyai payung hukum yang mengatur tentang mereka. 

Pegmvai perbantuan Garuda Indonesia dilindungi oleh UU No 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan tentang segala hal yang 

berkailan dengan h::tenagaketjaan tetap dapat mengacu pada UU No 13 Talmn 

2003 tentang ketenagakerjaan, baJk dari sisi hak maupun kewajiban mereka. 

2. Perlindungan Hukum terhad@ hak dan ke\vqiiban pekerja vang 

diperbl!!ltukan 

Sebagaimana peketja lainnya pegawai perbantuan juga mempunyai hak 

dan kewaJiban. Hak dan kewajiban pekerjasecara umum diatur dalam UU No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak·hak tersebut antara lain menyebutkan 

mengenai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa 

diskriminasi, berhak mempero1eh perlal-uan yang san;a tanpa diskriminasi dari 

pengusaha, berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan danlatau 
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mengembangkan kompetensi kerja sesum dengan bakat, minat dan 

kemampuannya melalui pelatihan kerja, memperoleh pengal-uan kompetensi kerja 

seteiah mengikuti peJatihan kerja dan mempunyai hak dan kesernpatan yang sama 

untuk mernilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan 

yang layak di dalam atau luar negeri. 

Selain hak-hak yang teiah disebut dlaias tersebut diata.s, pekerja juga 

mempunyai hak untuk mendapatkan upah, cuti tahWlan, wal-tu islirnhat dan 

jaminan akan adanya semacam kompensasi ketika dilakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). Selain hak tentu saja terdapat kewajiban bagl pekerja 

untuk memperoleh haknya seperti melakukan pekerjaan serta mematuhi peraturan 

perusahaan atau perjanjian ketja bersama dan. 

Dalam kai!annya tentang pegawai yang diperbanlUkan oleh Garuda ke 

Abacus Indonesia, pegawai tersebut tetap terikat dalam PKB Garuda dengan 

SEKARGA namun disaat yang sama karena ia ditempatkan di Abacus Jndonesta 

maka Ia juga tetap harus mematuhi Peraturan Perusahaan Abacus fndonesia. Teiah 

disebutkan pada Pasal 18 ayat (I) huruf (a) PKB Garuda dengan SEKARGA 

dimana tercantum bahwa pembinaan adminislrasi kepegawaian dilal<.-ukan pada 

perusahaan, maka setiap pegawal Garuda yang dlperbantukan tetap tunduk pada 

PKB tersebuL Pembinaan administrasi kepe,gawaian dalam hal ini bisa diarahkan 

kepada segala hal yang berkWtan dengan pega\vai perbantuan tersebut, seperti 

b11gaimana kelengkapan data tentang pegawai perbantuan tersebut, jenjang karir 

mereka_. laporan kinerja mereka selama diperbanlukan dan juga penempatan 

mereka apabila sudah selesai rnasa perbantuannya. 

Tentu saja dalarn proses pembinaan administrast kepegawaian ilu 

mencakup aspek hak dan kewajiban bagi pekerja yang diperbantukan. Sementara 

itu untuk pegawai perbantuan Garuda di Abacus Indonesia ketika sedang 

menja1ani masa perbantuan akan mengikuti Peraturan Perusahaan Abacus 

Indonesia, tentu saja secara keselwuhan mereka tetap merupakan pegawai Garuda 

namun tetap tidak mungkin untuk dapat mematuhi suatu pemluran ketika tidak 

berada pacta lingkungan dimana peraluran tersebut harus dipatuhi. 
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Sebagaimana tertera dalam Pasal 108 ayat (1) UU Ko 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Peraturan Perusahaan tersebut wajtb 

dibua! oleh Perusahaan yang mempekerjakan sek.-urangnya 10 (sepuluh) orang dan 

peraturan perusahaan tersebu1 wajib disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang 

ditunjuk. 52 Untuk mengadopsi ketentuan tersebut Abacus telah rnengeluarkan 

peraturan perusahaan PT Abacus Distribution Systems Indonesia (PP Abacus) . 

Dalarn PP Abacus disebutkan bahwa Pegawai Perbantuan adalah pegawai PT 

Garuda Indonesia yang diperbantukan atau d!pekerjakan kepada perusahaan 

dimana hak dan kewajibannya dipersamakan dengan pegawai tetap.53 

Dalam PP Abacus tersebut secara garis besar telah mengatur mengenai hak 

dan ke,·vajlban pegawai seperti imbal jasa. jaminan sosial. per1indungan pegawai 

dan perihal pemutusan hubungan kerja. Dengan diadopsinya ketentuan perihai 

peraturan perusahaan oleh Abacus Indonesia sebagaimana digariskan o!eh UU No 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagak:erjaan dlmana dida1amnya telah terdapat 

keletapan bahwa pegawai perbantuan dipersamakan dengan pegawai tetap Abacus 

Indonesia perihal hak dan kewajibannya membuat pegawai perbantuan tetap 

mempunyai koridor daJarn melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak selama 

menjalani masa perbantuan di Abacus Indonesia. 

Selain pacuh dan tunduk dalam PP Abacus, pegawai Garuda juga tetap 

mengikuti PKB Garuda dengan SEKARGA dalam hol terdapat hak-bak dan 

fasilitas yang tidak disediakan oleh anak perusahaan. >4 Dalam posisi ini terlihat 

bahwa pegawai yang diperbantukan oleh Garuda ke Abacus Indonesia sebenamya 

juga mempunyai benefit lebih karena mereka tetap tidak kehilangan fasilitas yang 

tidak ada di Abacus sementara bel urn tentu kewajiban yang mereka harus lakukan 

di Abacus Indonesia lebih berat daripada yang harus mereka lakukan pada 

Garuda. 

--·····-
~~ U:ldang-l.indang No 23 Tahilll 2003, op.cit, PasallOS ayat (1 ). 
51 Peraruran Perusnhllan PT Abacus Distribution S}'tems Indonesia, Tahun 2002· 

2004 ,Pasal l 
~KB Garuda de:ngau SEKARGA,op.cit, Pa®ll& 
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Kedudukan Garuda sebagai Badan Usaha Milik Negara dan Abacus 

Indonesia sebagai perusahaan swasta juga mernbuat mereka berposisi sebagai 

salah satu subyek dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 

kategori perusahaan di Pasal l ayat 6 huruf a yang berbunyi : 

"setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan, atau miiik badan hukum, baik milik 
swasta maupun mjlik negara yang mempekerjakan peketja!buruh dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain" 

Bila dikaitkan dengan kaidah hukum ketenagakerjaan di Indonesia dimana 

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian KeJja Bersama adalah suatu ke\vajiban yang 

harus dilal-ukan oleh pengusaha55
, bisa disimpulkan bahwa Pegawai Perbantuan 

tetup terlindungi hak dan ke-wajibannya Hal itu disebabkan dengan adanya 

pengaturan perihal pegawai yang diperbantukan oleh Garuda ke anak perusahaan 

dalam Pasal 18 PKB Garuda dengan Sekarg;~ dan penjelasan tentang hak don 

kewajlban pegawai perbantuan Garuda yang dipersamakan dengan pegawai tetap 

dalam PP Abacus. 

3. Pros~Qur Penyelesaian P._erselisihan HubUQgan Industrial Va!Jg menvangl..1.1t 

l)eb.wja Perbantuan 

Dalam hubungan Hlltar manusia amat dimungkinkan untuk 1erjadi 

perselisihan. Perselisihan tersebut juga mungkin tetjadi dalam konteks hubungan 

pekerja. Perselisihan sendiri mempunyai beberapa bentuk yaifu :56 

a Konfllk data : konflik yang mungkin terjadi karena 

kekurangan informasi, kesalahan mformasi, adanya 

perbedaan pandangan, perbedaan inprestasi terhadap data:. 

b. Konflik Kepentingan : Dalam melakukan suatu aktivitas 

seseorang memilikl kepentingan-kepen1ingan. Kepentingan 

inifah yang memotivasi seseorang untuk berinteraksi satu 

~w No l 3 Tahun 2003 tentang Kelcnagakcrjaan, op.cit, Pasal I 08 
~alu Husni, Pcnyelesaicm Persdi:.ihan Hubungan ,,.,o~.c1t hnl 2 
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sama lainnya Dalam proses berinteraksi tersebut dapm 

menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antar para 

pibak; 

c, Kon:flik Hubungan : Konflik hu bungan dapat terjadi karena 

adanya kadar emosi yang kuat, adanya kesalahan persepsi, 

miskin komunikasi atau kesalahan komunikasi~ 

d. Konflik Siruktur . Konflik struktur terjadi karena adanya 

pola yang merusak perilaku atau lnteraksi, kontrol yang tidak 

sama, kepemilikan atau distribusi sumber da;/a yang tldak 

sama, adanya kekuasaan dan kekuatan atau fab.1.or 

lingkungan yang menghalangi ketjasama serta kurangnya 

1.vaktu yang tersedia 

Contoh perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada Garuda dengan 

pegawainya yang diperbantukan ke Abacus Indonesia teiah ditemui dan paparkan 

daJam kasus posisi di atas. Perselisihan itu sendiri dapat dimasukkan keda!am 

kelompok konflik data karena adanya perbedaan persepsi/penarsiran sehlngga 

Freddy Franciscus menolak untuk menerima Pernutusan Hubungan Kerja dengan 

Garuda karena yang bersangl-utan hdak merasa rnempunyai conjlict of interesl 

dengan bekerj a di perusahaan lain tanpa adanya penugasan oleh Garuda. Selain 

konOik data pennasa1ahan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai konflik 

kepentingan karena sebagai soorang manusia yang selalu mempunyai ambisi 

untuk mencapai kepentingan pribadi Freddy Franciscus juga berkeinglnan untuk 

mencapai kedudukW1 yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan 

selama ini. 

Setiap permasalahan pastilah harus diselesaikan guna meneari jalan yang 

memuaskan bagi rua;;ing~masing pihak Dalam konteks hubungan industrial, 

Pemerintah telah mengeluarkan suatu produk hukum yaltu UU No 2 Tahun 2004 
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tentang Penyelesaian Perselisihan Hubuogan IndustriaL Dalam UU ini disebUlkan 

bahwa perselisihan hubungan industrial adalah: 57 

''"Perselisihan Hubungan lndustrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan ardara pengusaha atau gabungan 
pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat peke!ja/serikat buruh 
karena adanya persefisihan mengena.i hak, perselisihan 
kepentingan, persetisihan pemutusan hubungan kerja dan 
persellslhan antar serikat pek:erja/serikat buruh dalam satu 
perusahaan." 

Dalam uraian !casus posisi diatas dfsebutkan balrwa Garuda menyatakan 

Freddy Franciscus telah melanggar disipiin tingkat III sebagaimana diatur dalam 

PKB Garuda dengan Sekarga. Pengaturan mengenai jenis pelanggaran disiplin 

tingkm III yang dituduhkan oleh Garuda kepada Freddy Franciscus ditemukan 

dalam Pasal 28 ayat J huruf e yang berbunyi sebagal berikut 58 

"Tanpa izin tertulis Perusahaan menjadi pegawai alau bekerja pada 
perusahaan lain yang berdampak menimbulkan konflik 
kepentingan/conflict of interest dengan Perusahaan'" 

Dalam surat Garuda kepada Freddy Franciscus tertanggal I Maret 2007 

disebutkan bahwa yang bersangkutan telah mengakui bahwa telah menjadi 

dtrei-rur di perusahaan lain yaitu PT Indo Pehta Dalam usahanya agar tetap 

menjadi pegawal Garuda, Freddy Franciscus membantah bahwa perusahaan 

tempat la dilanlik merupakan perusahaan kompetitor Garuda sehingga seharusnya 

ia diperbolehkan untuk menjabat disana dengan pemberian ijin tertulis dari 

Garuda berupa pengabulan permohonan cuti diluar tanggung perusahaan. 

Dengan melakukan analisa terhadap surat menyurat antara Garuda dengan 

Freddy Franciscus terlihat ada benturan kepentingan disana Garuda mempunya:i 

kepentingan agar wibawa terap terjaga dengan mempunyai karyawan yang loyal 

~ 1 lmloncsill,Undang~Undllllg !enllli1g Penyelcsai!UI Perschsihan Hubungan Industrial Ut; 
No.2 LN No_ 6 Tnhun 2004, pasal I aynt l 

~ PKB Garuda dengan (SEKARGA} Tahun 2004-2006, op,cit, Pasal 2.8 ayat tl) huruf 
(o) 
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dan praduga bahwa perusahaan tempat Freddy Franciscus diangkat sebagai 

Direb.iur Utama adalah perusahaan saingan dan dapat te~adi benturan 

kepentingan. 59 Sementara dari sisi pega-wai, Freddy Franciscus rnempunyai 

kepentingan untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi60 namun juga untuk 

menjaga masa depannya karena apabila CDTP dikabulkan maka ia masih 

berstatus pegawal Garuda sehmgga masih dapat mempunyai hak~hak pegawru 

Garuda. 

Keadaan semakin diperumit dengan dikeluarkan SK Pernutusan Hubungan 

Kerja kepada Freddy Franciscus oleh Abacu') Indonesia Suaru hal yang 

sebena:rnya dapat menambah masalah karena Freddy Franciscus hukan!ah pekerja 

dart Abacus Indonesia. Dengan kedudukan sebagai peme,gang saham mayoritas di 

Abacus Indonesia, Garuda mernpunyai hak untuk mengendalikan Abacus 

Indonesia termasuk dengan cara penempatan pegawai. Dalam penjelasan diatas 

te[ah disebutkan bahwa mekanisme penempatan Freddy Franciscus diawali 

denga:n diterbitkannya Surat Keputusan No :ID/SKEP/5366103 tentang Perbaniuan 

Sdr Freddy Franciscus/520409 pada PT Abacus Distribution Systems Indonesia 

tertanggal 9 Mei 2003 yang mana untuk menindaklanjuti perbanluan tersebut 

maka Abacus Indonesia mengcluarkan Surat Kepulusan No : ADSUMID/SKEP­

l052N/03 tentang pengangkatan Sdr. Freddy Franciscus/10052 sebagai Senior 

Manager Product Support tertanggall Juni 2003. 

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Abacus Indonesia tersebut 

dikeluarkan dikarenakan adanya perintah dari Pemegang Saham dalam hal ini 

Garuda. Namun Abacus mengeluarkan 2 (dua) surat keputusao yang ierkait 

dengan Freddy Franciscus yaitu Surat Keputusan No:ADSJ/MID/SKEP-

1228tTII/07 tentang Pembebasan Sdr Freddy Franciscus No Pegawai 10052 

sebagai Senior Manager Producl Support dan Surat Kepulusan 

No:ADSI/MIDISKEP"1229/Hl/07 tentang Pemutusan Hubungan Kcrja Sdr 

Freddy Frandscus No Pe,gawai I 0052. Kedua surat keputusan tersebut mulai 

berlaku terhitung sejak I Maret 2007. Secara tidak: langsung dengan keluarnya SK 

J~Lilmt http:/f.}~\'\vjndopeliqu::o.i,)!t!f.'iit:!e.plm?J?""jXOfil.~. Indopeli1a merupakan unnk 
perusuhna.n dru:-i PT Peliln Airways yung merupakan wsuma perusnlwan jastt penerhnnr.an walou 
bcrgc:a.k di pasar yang bcrbeda deJJgan OlliUda. 

61 La.luHusui, Peny~Jlesaian Pet•selisihan Hubtmgan ... , op.cit, hal3. 
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tersebut maka Freddy Franciscus dikembalikan ke Garuda padahal Garuda tidak 

pemah menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan penarikan Freddy Franciscus 

dari status dipcrbantukan dl Garuda Indonesia. 

PHK adalah pengakhiran b.YQoogan kerja karena suatu hal tertenlu yang 

mengakibatkan berakhlmya hak dan kewaiiban antara tte:t>erja dan ~JJ_gysaha 

Apabila kita mendengar Jstilah PHK, yang biasa terlintas adalah pemecatan 

sepihak oleh pihak pengusaha katena kesalahan pekerja. Karenanya, selama ini 

singkatan ini memHiki konotasi negati[ Padahal, kalau menilik definlsi di atas 

yang diam.bil dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan PHK 

dapat teljadi karena bermacam sebab. PHK bisa membutuhkan penetapan 

Lembaga Penyeiesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPH[) mungkin juga 

tidak. Meski begitu, dalam prakiek tldak semua PHK yang butuh penetapan 

dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan, dikarenakan tidak perlu ada 

penetapan, PHK tidak berujung sengketa hukum, atau karena pekerja tidak 

mengetahui hak: mereka. 

Sebelum Pengadilan Hubungan Industrial berdiri pada 2006, perselisihan 

hubungan Industrial rnasih ditangani pemerintah lewat Panitia Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan Daerah (P4D) serta Pengadilan Tata U:saha Negara Pemulusan 

Hubungan Kerja (PHK) sendiri dalam literatur hukum ketenagakerjaan dibagi 

rnenjadi beberapa macam:61 

a Pemutusan Hubungan Keija oleh Majikanfpengusaha 

b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh buruhlpekerja 

c. Hubungan Kerja putus demi hukurn 

d. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan 

Dalarn kasus Freddy Franciscus ini dapat dikaitkan dengan butir a 

penjelasan dJatas yaitu pemutusan hubungan kerja dengan Majikan/pengusaha 

Namun pcrlu dipertegas kembali perihal siapa sebenarnya ;vtajikanlpengusaha 

dismi. Garuda atau Abacus Indonesia Yang dapat dimasukkan sebagai kategori 

til Zuirml As.ikin, Dasar..dasar Hukum , .. , op.clt , hal 175. 
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pengusaha adalah Garuda sehubtu'igan dengan adanya hubungan kerja wal-ru 

tertentu dengan Freddy Franciscus. 

Untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrJal. amanat 

dari UU No 12 Tahun 2004 adalah dengan mengutarnakan adanya musyawah 

mufakat diantara para pihak yang bersengketa Mekanisme ini dikenal dengan 

forum bipartrit Pengusaha dan pekerja dapat duduk bersama untuk membicarakan 

mengenai perbedaan pendapat yang mengemuka dan dicarikan jalan keluar untuk 

menjadi solusi terbaik daiam pemecahan masalah hubungan industrial tersebut62 

Apabiia ternyata penggunaan mekanisme bipartrit gaga!, maka 

penyeJesaian perselisihan hubungan industrial dapat menggunakan mekanisme 

mediasi yang dilalui dengan tahapan~tahapan sebagai berjkut:'n 

a Jika perundingan bipartrit gaga!, salah satu atau kedua belah 

pihak mencalalkan perselis!hannya kepada instansi yang 

bertanggung: jawab di bidang ketenagakerjaa:n setempat 

dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian bi partrit sudah 

dilakukan; 

b. Setelah menerima pencatatan, instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagaketjaan wajib menawarkan kepada 

para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui 

konsiliasi atau arbitrase; 

c. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari para pihak tidak menetapkan 

pJhhan, instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian kepada mediator. 

Garuda sendiri telah mewujudkan adanya mekanisme bipartrit dalarn Pasal 

24 PKB Garuda dengan SEKARGA dimana kedudukan antara perusallllJln dan 

pekeija sangat seimbang dengan jumlah maksimal anggota yang diperbolehkan 

~• La!\.1 Husni, Penyelesa;tm Perselisihan Hubungan ... ,op.cit, hal 53 
<>)Ibid, hal 62. 
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Oaruda sendiri teJah mewujudkan adanya mekanisme bipartrit dalam Pasal 

24 PKB Gru:uda dengan SEKARGA dimana kedudukan antara perusahaan dan 

pekerja sangat seimbang dengan jumlah maksimal anggota yang diperbolehkan 

ada1ah 20 (dua puluh ) orang.65 Hal lni menunjuk.kan bahwa secara formal 

lembaga bipartrit telah dimiliki oleh Garuda. ~amun yang belum ada disini adalah 

adanya aturan mengenai tata cara ataupun prosedur tersebut mengenai _pengjriman 

dan penempatan pegawai kc anak perusahaannya. Hal lersebut perJu diatur secara. 

rinci oleh Garuda selaku pengusaha dan juga sebagai induk perusahaan sehingga 

ketika muncul kejadian serupa pihak anak perusahaan tidak sampai rnengcluarkan 

suatu ketetapan yang mempunyai implikasi hukum. Ketentuan tersebut dapat 

dimasukkan dalam PKB Garuda Indonesia sehingga bisa menjadi acuan bagi 

semua pihak yang mempunyai hubungan kerja yang terkait dengan pekerja yang 

dipcrbantukan, 

"s PKB Garuda, op.cit, Pasal 24 ayat 3."Keanggotuan Lembaga Kerjasama Blpatrit 
ditetupkan darl unsur perusahaan dan pegawai dengan komposisi perbandingan l:l (satu 
berba11diug satu) yang jumlahnya d!sesuaikan de:ngan kebutuhan dengan ketentuao jumlah 
selurutmya palmg sedikit 6 (enam) orang dan sebaoyaknya~banynkoya adalah 20 (dnapuhll1) 
orang". 
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PENU11JP 

A. KESIMPULAN 

L UU No. t3 Tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan maupun peraturan 

perundangan lainnya tidak memberikan keterangan tentang definisi pegawai 

yang diperbantukan, namun dengan mengacu pada dalam Pasal I ayat ( 4) 

PKB Garuda dengan SEKARGA dimana disebutkan bahwa Pegawai adalah 

setiap pria atau wanita yang mempunyai hubungan kerja waktu tidak tertentu 

dengan perusahaan dan telah melampaui masa percobaan selama 3 (tiga) 

bulan. Bilamana kalimat tersebut dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (1) UU No 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disitu diterangkan bahw·a 

Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu dapat disyaratkan adanya masa 

percobaan 3 (tiga) bulan. dapat dilarik sebuah kesimpulan bahwa pegawai 

yang diperbantukan oleh Garuda Indonesia tetap mempunyai payung hukum 

yang mengatur tentang mereka sehubungan dengan status mereka sebagai 

pegawai Garuda yang terikat dengan PKB Garuda dengan SEKARGA. 

2. Kedudukan Garuda sebagai BUMN adalah sebagai subyek dari UU No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagairnana tersebut dala.m Pasal 1 

ayat 6 huruf a Garuda juga sebagai pengusaha yang mempunyai hubungan 

kerja dengan pegawai yang diperbantukan. Hak dan kewajiban pegawai 

Garuda yang diperbantukan tetap dilindungi oleh hukum dikarenakan adanya 

pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mereka PKB Garuda 

dengan SEKARGA dan Peraturan Pemsahaan Abacus Indonesia. 

Sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan 

Perusahaan merupakan sa!ah satu ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi oleh Pengusaha dan 

Pekerjalburuh. 

3. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pegawai 

yang diperbantukan dengan pengusaha telah mempunyai mekan[sme 

52 
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sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 2 Tai1Un 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustriaL UU No 2 Tahun 2004 tentang 

PenyeJesaian Perselis!han Hubungan Industrial. telah membuka peluang 

dilakukannya mediasi dengan mekanisme bipartrit dalam Pasal 3 ayat (1) 

sehingga tercapai musyawarah mufakat. Garuda .sebagai pengt~saha telah 

mengatur mengenallembaga bipartrlt tersebut dalam Pasal 24 PKB Garuda 

B. SARAN-SARAN 

1. Para pihak yang berkepentingan dalam masalah hubungan kepegawaian perlu 

memiklrkan kembali untuk dapat merumuskan suatu aturan yang dapat 

menjangkau permasalahan pegawai perbantuan. Masalah yang melJbatkan 

Garuda, Abacus Indonesia dan pegawai mereka hanya merupakan salah satu 

contoh perihal masalah yang muncul mengenai pegawai perbantuan. Dalam 

lingkup Jain sudah biasa ditemukan mengenai rangkap jabatan atas perintah 

kedinasan dimana hal tersebut merupakan potensi masalah yang dapat muncul 

sewaktu-waktu. Aturan main yang jelas akan sangat bergtma bagi para pihak 

ketika muncul masalah sejenis. 

2. Mekanisme penempaum pegawai perbantuan Garuda ke anak perusahaan 

harus dibuat secara menyeluruh. Dimulai dari proses penempatan sampai 

dengan proses penarikan pegawai tersebut, siapa yang berhak untuk 

mengajukan proses penarikan pegawat Garuda sebagai pengusaha dan 

perusahaan lnduk mempunyai tanggung untuk membuat ketentuan tersebut 

dan menginformasikannya kepada pihak yang terlibat Hal itu guna 

memperjelas mekanisme dan tata cara apahila kasus serupa terjadL 

Universitas Indonesia Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



DAFTAR PUSTAKA 

Asikin, Zainal etaL, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, .Jakarta; Rajagratindo 
Persada, 1993. 

Black, Henry Cambell, Black's Lmv Dictionmy.St. Paul Minn: West Publishing 
Co, 1979. 

Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.l986. 

Husni, Lalu. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial J\1elalui Pengadilan 
dan Diluar Pengadilan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005. 

____ . Pengantar Hukum Ketenagakefjaan Indonesia (edisi revisi). Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2008. 

Libertus, JehanL Hak-Hak Pekerja Bila di PHK. Tangerang: Visimedia, 2007. 

Tvfuhammad,Abdulkadir.Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1982 

----- . Hnkum Petjanjian. Bandung: A1umni,l986. 

--------- . Hukum dan Penelilian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004 

Pennana, Nina lnsania K et.al. }vfemncang PHK yang menguntungkan semua 
pihak. Jakarta: Penerbit PPM, 2006. 

Satrio, J, Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya. Bandung: Alumni. i 999. 

;;--;--;-;-··KUH Perdata Buku III Hukum perikalan dengun penjelasan. 
Bandung: Alumni. 1995. 

Soekanto, Soerjono. Penganfar Penelilian Hukum. Jakarta: UI Press. 1984. 

54 Universitas Indonesia 

Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



55 

Soemitro,Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1990. 

Soepomo, Imam. Pengamar Hukum Perburuhan. Jakarta :Djambatan, 1985. 

Subekti. Hukum Pe1janjian. Intermasa: Jakarta. 1996. 

______ .Pokok-pokok Hulcum Perdata.Jakarta: Intermasa. 2001. 

UNDANG-UNDANG 

Subekti dan Tjitrosudibio, R.Kitab Undang-Undang Hukum PerdaTa. Pradnya 
Paramita: Jakarta. 1999 

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, No. 13 Tahun 2003, LN 
No.39 Tahun 2003. TLN No. 4279. 

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, No.2 Tahun 2004, LN. No 6 Tahun 2004. TLN No.4458. 

INTERNET 

Bukit, Kelelung, Beberapa Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan didalam dan 
diluar Pengadifan, <hup://library. usu.ac.id/download/fh/hkmadm­
kelelung.pdf,> 1 Juli 2008. 

"Huhungan Industrial Makin Kondusij', <http: 
I /www.portalhr.com/maj alah/edisisebelumnya/hu bungan/1 id903 .htm l> 
, 1 Juli 2008. 

Garuda's Indonesia History, <http://www.garudaindonesia.com/ index.php?menu 
=aboulus&opt=onmnization>, I Juli 2008. 

Garuda's Indonesia History, <http://www.g;aruda indonesia.com 
lindex.php?menu=aboutus>, I Juli 2008. 

Sinurat , B.M. Suryanto, Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial, 
<http:/ /apindo.or.id/baru/artikel/a W 5mbywyOA ==?e9182071 Ob9c9715 
986c8457eb3654b9-a6ffD29434c9cc703c83ccafdl Ocl b24>, I Juli 
2008. 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008



56 

Sodikin, Ali,"Sarana llffenciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis, 
<http://apindo.or.id/barulberita/a W5mbywyNDk=?e9fa2071 Ob9c9715 
986c8457e b3654b9- 44fcdll0913l94dbef3bflfaa0d2c3l1>, 23 Juni 
2008. 

Winston. Kenny, "Kebijaksanaan Pembinaon Hubungan lnduswlal"~ 
<www.kennY!Yi§1Qil.CQ_m/legal.Q~~m.¥ch l.doc>, 25 Juni 2008, 

BAD AN KORPORASI 

Perjanjian Kerja Bersarna Garoda Indonesia dengan Serikat Karya\Van Garuda 
(SEKARGA), Periode 2004-2006. 

Peraturan Perusahaan PT Abacus Distribution Systems Indonesia, Tahun 2004. 

MAKALAH 

Iskandar, "Aspck-aspek tcknis yang horus dfpahami dalam pelaksanaan 

hubungcm induJ·trial". <Makalah disampaikan dalam Workshop 

"Membangun Komitmen Dalam Hubungan Industrial antara Pekerja 

dengan Perusahaan dalam Penyusunan Peraturan Perusahaan dan 

Perjanjian Kerja Bersama Beserta 

Perusahaan>, Ambhara Hotet Jakarta, 

Penerapan Outsorcing di 

29-30 Agustus 2007. 

Universltas lndonesia 

Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH UI, 2008




